
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan 
Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan 
Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta guna 
meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, maka perlu pengaturan mengenai Badan 
Permusyawaratan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Badan Permusyawaratan Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANY AR, 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
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PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
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TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

: a. bahw a dengan telah d iundangkannya  P e ra tu ran  D aerah 
K abupaten  K aranganyar Nomor 14 T ahun  2015 ten tang  
O rganisasi dan  Tata Kerja Pem erin tah  Desa, dan  B adan 
P erm usyaw aratan  Desa, sebagaim ana te lah  d iubah  dengan 
P e ra tu ran  D aerah K abupaten  K aranganyar Nomor 13 
T ahun  2016 ten tang  P erubahan  a ta s  P e ra tu ran  D aerah 
K abupaten  K aranganyar Nomor 14 T ah u n  2015 ten tang  
O rganisasi dan  T ata Kerja Pem erin tah  Desa, d an  B adan 
P erm usyaw aratan  D esa se rta  dengan d ite tapkannya 
P e ra tu ran  M enteri Dalam Negeri Nomor 110 T ahun  2016 
ten tan g  B adan Perm usyaw aratan  Desa, se rta  guna 
m eningkatkan  ketertiban  penyelenggaraan  Pem erin tahan  
Desa, m aka perlu  p engatu ran  m engenai B adan 
P erm usyaw aratan  Desa;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
dalam  h u ru f  a, perlu  m enetapkan  P era tu ran  B upati ten tang  
B adan  P erm usyaw aratan  Desa;

: 1. U ndang-U ndang  Nomor 13 T ahun  1950 ten tang
P em ben tukan  D aerah -daerah  K abupaten  dalam  Lingkungan 
Provinsi Jaw a  Tengah;

2. U ndang-U ndang  Nomor 12 T ahun  2011 ten tang
P em ben tukan  P era tu ran  P e ru n d an g -u n d an g an  (Lem baran 
N egara Republik Indonesia T ahun  2011 Nomor 82, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

3. U ndang-U ndang  Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  Desa
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 7, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

4. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  L em baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaim ana telah d iubah  
beberapa  kali te rakh ir dengan U ndang-U ndang Nomor 9 
T ahun  2015 ten tang  P erubahan  Kedua a ta s  U ndang-U ndang 
Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  P em erin tahan  D aerah 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2015 
Nomor 58, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah clan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan menurut asas otonomi clan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
Kecamatan adalah bagian wilayah dari Dacrah yang dipimpin 
oleh Camat. 
Camat adalah Camat di wilayah Daerah. 

2. 

' I 

3. 
[, 4. 

5. 

6. 
I· 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor n 
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Ta mba hn n Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Sadan Permusyawaratan Desa; 

7. Peraturan Daerah Ka bu paten Karanganyar Nomor 14 
Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa, dan Sadan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 65); 

5. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 43 T ahun  2014 ten tang  
P e ra tu ran  P elaksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6 
T ahun  2014 ten tang  Desa (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 123, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), scbagaim ana telah 
d iu b ah  dengan P era tu ran  Pem erintah Nomor 47 T ahun  2015 
ten tan g  P erubahan  a ta s  P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 43 
T ahun  2014 ten tang  P e ra tu ran  P e laksanaan  U ndang-U ndang 
Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  D esa (Lem baran Negara 
Republik Indonesia T ahun  2015 Nomor 157, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5717);

6. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 110 T ahun  2016 
ten tan g  B adan P erm usyaw aratan  Desa;

7. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  K aranganyar Nomor 14 
T ahun  2015 ten tang  O rganisasi dan  T ata  Kerja Pem erintah 
Desa, dan  B adan P erm usyaw aratan  D esa (Lem baran D aerah 
K abupaten  K aranganyar T ahun  2015 Nomor 14, T am bahan  
L em baran D aerah K abupaten  K aranganyar Nomor 39), 
sebagaim ana  telah d iubah  dengan P e ra tu ran  D aerah 
K abupaten  K aranganyar Nomor 13 T ahun  2016 ten tang  
P e ru b ah an  a ta s  P era tu ran  D aerah K abupaten  K aranganyar 
Nomor 14 T ahun  2015 ten tang  O rganisasi dan  T ata Kerja 
Pem erin tah  Desa, dan  B adan  P erm usyaw ara tan  D esa 
(Lem baran D aerah K abupaten  K aranganyar T ahun  2016 
Nomor 13, T am bahan  L em baran D aerah  K abupaten  
K aranganyar Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

D alam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan  :
1. P em erin tahan  D aerah adalah  penyelenggaraan  u ru sa n  

P em erin tahan  oleh Pem erin tah  D aerah  dan  Dewan 
Perw akilan Rakyat D aerah yang m enyelenggarakan u ru sa n  
P em erin tahan  m en u ru t a sas  otonom i dan  tugas p em b an tu an  
dengan  prinsip  otonomi se lu as-lu asn y a  dalam  sistem  dan  
p rinsip  Negara K esatuan  Republik Indonesia  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  U ndang-U ndang D asar Negara Republik 
Indonesia  T ahun  1945.

2. Pem erintah D aerah adalah  B upati sebagai u n su r  
penyelenggara Pem erintahan D aerah yang m em im pin 
pe laksanaan  u ru sa n  pem erin tahan  yang m enjadi kew enangan 
d a era h  o ton om .

3. D aerah  adalah  K abupaten  K aranganyar.
4. B upati adalah  B upati K aranganyar.
5. K ecam atan adalah  bagian w ilayah dari D aerah yang dipim pin 

oleh Cam at.
6. C am at adalah  C am at di w ilayah D aerah.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di ban tu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung 
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan. 

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya 
disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa 
masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam 
menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat di bidang pembangunan. 

14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah gerakan nasional 
dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah 
yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat 
menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi 
luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan 
keadilan gender, serta kesadaran hukum clan lingkungan. 

15. Karang Taruna adalah wadah pengembangnn generasi rnuda 
yang turnbuh dan berkembang atas dasur kcsadnrun dan 
rasa tanggung jawab sosial dari, olch , dan untuk 
masyarakat, terutama generasi muda cliwilayah desa atau 
komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang 
usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina 
dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa. 

16. Perwakilan Perernpuan adalah perwakilan dari unsur 
perempuan yang merupakan anggota TP PKK. 

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah 
Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat 
untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan 
yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan serta 
untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas 
Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 

7. D esa adalah  kesa tu an  m asyaraka t h u k u m  yang memiliki 
b a ta s  wilayah yang berw enang u n tu k  m engatu r dan  
m engurus u ru sa n  Pem erin tahan , kepen tingan  m asyarakat 
se tem pat be rdasarkan  p rak a rsa  m asyarakat, h ak  asal u su l, 
d a n /a ta u  hak  tradisional yang diakui dan  dihorm ati dalam  
sistem  P em erin tahan  Negara K esatuan  Republik Indonesia.

8. Pem erin tahan  Desa adalah  penyelenggaraan  u ru sa n  
Pem erin tahan  dan  kepentingan m asy arak a t se tem pat dalam  
sistem  Pem erin tahan  Negara K esatuan  R epublik Indonesia.

9. Pem erin tah  Desa adalah  Kepala D esa d ib an tu  Perangkat 
D esa sebagai u n su r  penyelenggara P em erin tahan  Desa.

10. Kepala D esa adalah  pe jabat Pem erin tah  D esa yang 
m em punyai wewenang, tugas, d an  kew ajiban u n tu k  
m enyelenggarakan rum ah  tangga D esanya dan  
m elak san ak an  tugas dari Pem erin tah  dan  Pem erintah 
D aerah.

11. Perangkat D esa adalah  u n s u r  sta f yang m em ban tu  Kepala 
D esa dalam  pen y u su n an  keb ijakan  d an  koordinasi yang 
diw adahi dalam  S ekretaria t Desa, dan  u n s u r  pendukung  
tu g as Kepala D esa dalam  p e lak san aan  kebijakan yang 
diw adahi dalam  ben tu k  pe lak san a  tekn is dan  u n su r  
kew ilayahan.

12. B adan  Perm usyaw aratan  D esa yang se lan ju tnya  d isingkat 
BPD adalah  lem baga yang m elak san ak an  fungsi 
P em erin tahan  yang anggotanya m eru p ak an  wakil dari 
p e n d u d u k  D esa b e rd asa rk an  keterw akilan wilayah dan  
d ite tapkan  secara  dem okratis.

13. Lem baga Pem berdayaan M asyarakat D esa yang se lan ju tnya 
d isingkat LPMD adalah  w adah yang d ib en tu k  a ta s  p rak a rsa  
m asy arak a t sebagai m itra  Pem erin tah  D esa dalam  
m enam pung  dan  m ew ujudkan asp irasi dan  k eb u tu h an  
m asy arak a t di bidang pem bangunan .

14. Tim Penggerak Pem berdayaan dan  K esejah teraan  Keluarga 
yang se lan ju tnya  d isingkat TP PKK ad alah  gerakan  nasional 
dalam  pem bangunan  m asy arak a t yang tu m b u h  dari baw ah 
yang pengelolaannya dari, oleh, d an  u n tu k  m asyarakat 
m enu ju  terw ujudnya keluarga yang berim an  dan  bertaqw a 
kepada  T uhan  Yang M aha Esa, berakh lak  m ulia dan  berbudi 
lu h u r, seh a t se jah tera , m aju  dan  m andiri, kese ta raan  dan 
keadilan  gender, se rta  k esad aran  h u k u m  dan lingkungan.

15. K arang T aruna  adalah  w adah pengem bangan gencrasi m uda 
yang tu m b u h  dan berkem bang a ta s  d a sa r kesadaran  dan 
ra sa  tanggung jaw ab  sosial dari, olch, dan  un tuk  
m asyarakat, te ru tam a generasi m uda diwilayah desa a tau  
kom unitas ad a t sedera ja t dan  te ru tam a  bergerak di bidang 
u sa h a  kese jah teraan  sosial yang secara  fungsional d ibina 
dan  d ikem bangkan oleh Pem erintah Desa.

16. Perw akilan Perem puan adalah  perw akilan dari u n s u r  
perem puan  yang m erupakan  anggota TP PKK.

17. R ukun  Tetangga yang se lan ju tnya  d isingkat RT adalah  
Lem baga K em asyarakatan  yang d ib en tu k  w arga setem pat 
u n tu k  m em elihara dan  m elestarikan  nilai-nilai keh idupan  
yang berd asark an  kegotongroyongan, kekeluargaan  serta  
u n tu k  m em ban tu  m en ingkatkan  ke lancaran  tugas 
Pem erin tah , pem bangunan , dan  kem asyaraka tan  di Desa, 
m en ingkatkan  peran se rta  m asyaraka t dalam  pem bangunan .



Pasal 4 
Mekanisme pengisian keanggotaan BPD, meliputi: 
a. pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD; 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB III 
KEANGGOTAAN BPD 

Pasal 3 
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi : 
a. keanggotaan BPD; 
b. kelembagaan BPD; 
c. wewenang dan tugas BPD; dan 
d. pembinaan dan pengawasan BPD. 

Pasal2 
Tujuan pengaturan mengenai BPD dalam Peraturan Bupati ini, 
untuk: 
a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa; 
b. meningkatkan peran BPD agar mampu menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. meningkatkan peran BPD dalam mewujudkan tata kelola 

Pemerin tahan yang baik di Desa. 

BAB II 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah 
Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT 
dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT. 

19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 

20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD. 

21. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat 
konkrit, individual, dan final. 

22. Marjinal adalah suatu kelompok yang jurnlahnya sangat kecil 
atau bisa juga diartikan sebagai kelompok 
pra-sejahtera dan identik dengan masyarakat kecil atau 
kaum yang terpinggirkan 

23. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan 
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

25. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring 
dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. 

26. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala 
Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala 
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

27. Hari adalah hari kerja. 

18. R ukun  W arga yang se lan ju tnya  d isingkat RW adalah  
Lem baga K em asyarakatan  yang d iben tuk  dari beberapa  RT 
dalam  rangka m engkoordinasikan keg ia tan  RT.

19. M usyaw arah Desa adalah  m usyaw arah  a n ta ra  BPD, 
Pem erin tah  Desa, dan  u n s u r  m asy arak a t yang
diselenggarakan  oleh BPD u n tu k  m enyepakati hal yang 
bersifa t strategis.

20. P e ra tu ran  D esa adalah  P e ra tu ran  P erun d an g -u n d an g an  yang 
d ite tap k an  oleh Kepala D esa setelah  d ib ah as dan  d isepakati 
be rsam a  BPD.

21. K epu tu san  Kepala D esa ad a lah  p en etap an  yang bersifat 
konkrit, individual, dan  final.

22. M arjinal adalah  su a tu  kelom pok yang ju m lah n y a  sangat kecil 
a ta u  b isa ju g a  d iartikan  sebagai kelom pok 
p ra -se jah te ra  dan  identik  dengan m asy arak a t kecil a ta u  
kaum  yang terpinggirkan

23. D u su n  adalah  bagian w ilayah dalam  D esa yang m erupakan  
lingkungan  kerja  p e laksanaan  P em erin tahan  Desa.

24. A nggaran P endapatan  dan  B elanja D esa yang se lan ju tnya 
d isingkat APBDesa adalah  ren can a  k euangan  ta h u n a n  
P em erin tahan  Desa.

25. Pengaw asan Kinerja Kepala D esa ad a lah  proses m onitoring 
d an  evaluasi BPD terhadap  p e lak san aan  tugas Kepala Desa.

26. L aporan K eterangan Penyelenggaraan Pem erin tahan  Desa 
yang  se lan ju tnya  d isingkat LKPPD ad alah  laporan  Kepala 
D esa kepada  BPD a ta s  capaian  p e lak san aan  tugas Kepala 
D esa dalam  1 (satu) ta h u n  anggaran .

27. Hari adalah  hari kerja.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2
T ujuan  p en g atu ran  m engenai BPD dalam  P era tu ran  B upati ini, 
u n tu k  :
a. m em pertegas peran  BPD dalam  penyelenggaraan  P em erin tahan  

Desa;
b. m en ingkatkan  peran  BPD agar m am pu m enam pung dan 

m enyalu rkan  asp irasi m asy arak a t Desa; dan
c. m en ingkatkan  peran  BPD dalam  m ew ujudkan  ta ta  kelola 

P em erin tahan  yang baik di Desa.

Pasal 3
R uang Lingkup P era tu ran  B upati ini, m eliputi :
a. keanggotaan  BPD;
b. kelem bagaan BPD;
c. w ew enang dan  tugas BPD; dan
d. pem binaan  dan  pengaw asan BPD.

BAB III
KEANGGOTAAN BPD

Bagian K esatu 
Um um

Pasal 4
M ekanism e pengisian keanggotaan  BPD, m eliputi :
a. p em b en tu k an  Panitia Pengisian K eanggotaan BPD;



~· 

(4) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. mengumumkan dan melakukan sosialisasi 

pembentukan BPD; 
b. menyusun dan mengajukan rencana anggaran 

pengisian anggota BPD; 
c. menyusun jadwal dan tahapan pengisian anggota BPD; 
d. membuat blangko atau format berita acara hasil 

musyawarah Dusun dan musyawarah pengisian anggota 
BPD di tingkat Desa; 

,, .. , 

Pasal 7 
( 1) Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BP D terdiri dari 

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Seksi, dan anggota. 
(2) Jumlah Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) paling banyak 3 (tiga) orang. 
(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri 

atas: 
a. Kepala Seksi Penjaringan dan Penyaringan; 
b. Kepala Seksi Musyawarah; dan 
c. Kepala Seksi Umum dan Perlengkapan. j' 

Pasal6 
(1) Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD 

dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala 
Desa dengan mengundang anggota BPD, Perangkat 
Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan 
unsur Masyarakat. 

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi RT, RW, LPMD, TP 
PKK, Karang Taruna, dan Satuan Perlindungan 
Masyaraka.t (LINMAS) yang kepengurusannya ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 

(3) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, 
tokoh pendidikan, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. 

Pasal 5 
(1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan BPD 

berakhir, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian 
Keanggotaan BPD. 

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 

(3) Panilia sebagaimana dimaksud pada ava t (I) hr rju mlu h 
paling banyak 11 (sebelas) orang, yang tcrcliri ntns u n s ur 
Perangkat Desa paling banyak 3 (liga) ornng dan urisur 
Lembaga Kemasyarakatan Desa paling hanyak 8 (delapan) 
orang. 

Bagian Kedua 
Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD 

b. penyusunan tata tertib pengisian keanggotaan BPD; 
c. penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD; 
d. proses pemilihan anggota BPD; 
e. penetapan anggota BPD dan pelaporan pelaksanaan pengisian 

anggota BPD; dan 
f. peresmian dan pengucapan sumpah janji anggota BPD. 

b. p en y u su n an  ta ta  tertib pengisian keanggotaan  BPD;
c. pen jaringan  dan  penyaringan bakal calon anggota BPD;
d. proses pem ilihan anggota BPD;
e. p ene tapan  anggota BPD dan  pelaporan  p e lak san aan  pengisian 

anggota BPD; dan
f. peresm ian  dan  pengucapan  sum pah  jan ji anggota BPD.

Bagian Kedua
Pem bentukan  Panitia Pengisian K eanggotaan BPD

Pasal 5
(1) Paling lam bat 6 (enam) bu lan  sebelum  m asa  ja b a tan  BPD 

berakh ir, Kepala D esa m em ben tuk  Panitia  Pengisian 
K eanggotaan BPD.

(2) Pan itia  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d ite tapkan  
dengan K eputusan  Kepala Desa.

(3) Panitia sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) berjuinlah 
paling banyak 11 (sebelas) orang, yang tcrdiri a ta s  u n su r 
Perangkat Desa paling banyak  3 (tiga) orang dan u n su r 
Lem baga K em asyarakatan  Desa paling banyak 8 (delapan) 
orang.

Pasal 6
(1) P em ben tukan  Panitia Pengisian K eanggotaan BPD 

d ilakukan  m elalui m usyaw arah  yang dipim pin oleh Kepala 
D esa dengan m engundang  anggota BPD, Perangkat 
Desa, Pengurus Lembaga K em asyarakatan  Desa, dan  
u n su r  M asyarakat.

(2) P engurus Lembaga K em asyarakatan  D esa sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (1), m eliputi RT, RW, LPMD, TP 
PKK, K arang T aruna, dan  S a tu an  Perlindungan 
M asyarakat (LINMAS) yang kepen g u ru san n y a  d ite tapkan  
dengan K eputusan  Kepala Desa.

(3) U nsur M asyarakat sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1), a n ta ra  lain tokoh agam a, tokoh m asy arak a t, 
tokoh pend id ikan , tokoh p e rem p u an , d an  tokoh pem uda.

Pasal 7
(1) S u su n a n  Panitia Pengisian K eanggotaan B P D  terdiri dari 

K etua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Seksi, d an  anggota.
(2) Ju m la h  Kepala Seksi sebagaim ana  d im aksud  pada  

ayat (1) paling banyak  3 (tiga) orang.
(3) Kepala Seksi sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2), terdiri 

a ta s  :
a. Kepala Seksi Penjaringan d an  Penyaringan;
b. Kepala Seksi M usyaw arah; dan
c. Kepala Seksi Um um  dan  Perlengkapan.

(4) P an itia  Pengisian K eanggotaan BPD sebagaim ana  d im aksud  
dalam  Pasal 5 ayat (1), m em punyai tugas sebagai beriku t :
a. m engum um kan  dan  m elakukan  sosialisasi 

pem ben tukan  BPD;
b. m enyusun  dan  m engajukan  ren can a  anggaran  

pengisian anggota BPD;
c. m enyusun  jadw al dan  ta h a p an  pengisian  anggota BPD;
d. m em buat blangko a ta u  form at berita  aca ra  hasil 

m usyaw arah  D usun  dan  m usyaw arah  pengisian anggota 
BPD di tingkat Desa;



Pasal 8 
(1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyusun dan 

menetapkan Tata Tertib Pengisian Anggota BPD. 
(2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 

sedikit memuat : 
a. syarat bakal calon anggota BPD; 
b. jumlah anggota BPD yang akan dipilih; 
c. ketentuan penjaringan dan penyaringan; serta 
d. penentuan cara pemilihan calon anggota BPD secara 

musyawarah perwakilan. 
(3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disosialisasikan kepada masyarakat oleh Panitia Pengisian 
Keanggotaan BPD dengan ditempel pada tempat strategis, 
serta dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan 
Camat. 

(4) Penetapan jumlah anggota BPD yang akan dipilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan Badan 
Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Ka bu paten Karanganyar Nomor 6:')). 

Bagian Ketiga 
Penyusunan Tata Tertib Pengisian Keanggotaan BPD 

(6) 

(5) 

perempuan; 
f. melaksanakan penjaringan dan pcnynringan bakal calon 

anggota BPD; 
g. menyelenggarakan rapat rru isv.uv.unh unt uk 

menetapkan calon anggota BPD; 
h. melaporkan hasil pelaksanaan dan pcrtanggungjawaban 

pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa; 
1. melaksanakan penjaringan dan penyaringan staf 

administrasi BPD; 
J. melaporkan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

pengisian staf Administrasi BPD kepada Kepala Desa; 
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, 
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dilengkapi dengan kop 
naskah dinas dan stempel kepanitiaan. 
Bentuk kop naskah dinas dan stempel kepanitiaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B Peraturan 
Bupati ini. 
Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C 
Peraturan Bupati ini. 

(7) 

pengisian anggota BPD 
musyawarah perwakilan 

e. mendampingi musyawarah 
ditingkat Dusun dan 

\' 

e. m endam pingi m usyaw arah  pengisian  anggota BPD 
d itingkat D usun  dan  m usyaw arah  perw akilan
perem puan;

f. m elaksanakan  penjaringan dan penyaringan bakal calon 
anggota BPD;

g. rnenyelenggarakan rap a t m usyaw arah  un tuk  
m enetapkan  calon anggota BPD;

h. m elaporkan basil p e laksanaan  dan  pcrtanggungjaw aban 
pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;

i. m elaksanakan  penjaringan dan  penyaringan staf 
adm in istrasi BPD;

j. m elaporkan hasil p e laksanaan  d an  pertanggungjaw aban  
pengisian sta f A dm inistrasi BPD kepada  Kepala Desa;

(5) U n tuk  m endukung  k e lancaran  p e lak san aan  tugasnya, 
Panitia  Pengisian Keanggotaan BPD dilengkapi dengan kop 
n a sk a h  d inas dan  stem pel kepan itiaan .

(6) B en tuk  kop n ask ah  d inas dan  stem pel kepan itiaan  
sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (5) sebagaim ana 
te rcan tu m  dalam  Lam piran h u ru f  A dan  h u ru f B P era tu ran  
B upati ini.

(7) Form at K eputusan  Kepala D esa sebagaim ana  d im aksud  
dalam  Pasal 5 ayat (2) te rcan tum  dalam  Lam piran h u ru f C 
P era tu ran  B upati ini.

Bagian Ketiga
P enyusunan  Tata Tertib Pengisian K eanggotaan BPD

Pasal 8
(1) P an itia  Pengisian K eanggotaan BPD m enyusun  dan  

m en e tap k an  T ata Tertib Pengisian Anggota BPD.
(2) T ata  Tertib sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1), paling 

sedik it m e m u a t :
a. sy a ra t bakal calon anggota BPD;
b. ju m lah  anggota BPD yang ak an  dipilih;
c. k e te n tu an  penjaringan dan  penyaringan; se rta
d. p e n en tu an  cara  pem ilihan calon anggota BPD secara  

m usyaw arah  perw akilan.
(3) T ata  tertib  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

d isosia lisasikan  kepada m asy arak a t oleh Panitia  Pengisian 
K eanggotaan BPD dengan ditem pel pada  tem pat strategis, 
se rta  d ilaporkan kepada Kepala D esa dengan tem busan  
Cam at.

(4) P enetapan  ju m lah  anggota BPD yang akan  dipilih 
sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  b, d ilak sanakan  
b e rd asa rk an  k e ten tu an  P e ra tu ran  D aerah  K abupaten 
K aranganya Nomor 14 T ahun  2015 ten tan g  O rganisasi dan  
T ata  Kerja Pem erin tahan  Desa, dan  B adan 
Perm usyaw aratan  Desa, sebagaim ana telah  d iubah  dengan 
P e ra tu ran  D aerah K abupaten  K aranganyar Nomor 13 
T ahun  2016 ten tang  P erubahan  a ta s  P e ra tu ran  D aerah 
K abupaten  K aranganyar Nomor 14 T ahun  2015 ten tang  
O rganisasi dan  T ata Kerja Pem erin tah  Desa, dan  B adan 
P erm usyaw aratan  D esa (Lem baran D aerah K abupaten 
K aranganyar T ahun  2016 Nomor 13, T am bahan  Lem baran 
D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 65).



a. Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di 
atas kertas bermeterai cukup, yang mcnya t n kn n · 
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Mahn Esn ; 
2. memegang teguh dan mcngnmalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memeliharan keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

3. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Pemerintah 
Desa; 

4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; 
5. tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala 

Desa sampai derajat kesatu baik keatas, kebawah, 
maupun kesamping yang diketahui oleh Kepala Desa; 

6. bukan merupakan pengurus RT, RW, dan LPMD. 

berikut: 

Pasal 11 
( 1) Calon Anggota BPD harus memenuhi persyaratan 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 
dibuktikan dengan kelengkapan administrasi sebagai 

Paragraf 3 
Persyaratan 

Pasal 10 
(1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan proses 

penjaringan Bakal Calon Anggota BPD. 
(2) Proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan mulai tahapan sebagai berikut: 
a. pengumuman dan sosialisasi Pembentukan BPD oleh 

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD di dusun-dusun; 
b. musyawarah pengisian anggota BPD keterwakilan 

wilayah pada tingkat Dusun yang dilaksanakan oleh 
Kepala Dusun di masing-masing Dusun atau gabungan 
Dusun; 

c. musyawarah peng1sian anggota BPD dari unsur 
keterwakilan perempuan yang dilaksanakan oleh Ketua 
TP PKK tingkat Desa. 

(3) Musyawarah pengisian anggota BPD keterwakilan wilayah 
pada tingkat Dusun dan musyawarah pengisian anggota 
BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c dituangkan 
dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Tingkat Dusun dan 
Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan Perempuan. 

I 
i ' 

Paragraf 2 
Penjaringan 

Pasal9 
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan penjaringan dan 
penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 
(enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 

Bagian Keempat 
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD 

Paragraf 1 
Um um 

Bagian Keem pat
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD

Paragraf 1 
Um um

Pasal 9
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD m elakukan  penjaringan dan  
penyaringan  bakal calon anggota BPD dalam  jan g k a  w aktu  6 
(enam) bu lan  sebelum  m asa  keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 2 
Penjaringan

Pasal 10
(1) Pan itia  Pengisian K eanggotaan BPD m elakukan  proses 

pen jaringan  Bakal Calon Anggota BPD.
(2) Proses pen jaringan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d ilakukan  m ulai tah a p an  sebagai b e rik u t :
a. pengum um an  dan  sosialisasi P em ben tukan  BPD oleh 

Panitia  Pengisian K eanggotaan BPD di d u su n -d u su n ;
b. m usyaw arah  pengisian anggota BPD keterw akilan 

wilayah pada  tingkat D u su n  yang  d ilak san ak an  oleh 
Kepala D usun  di m asing-m asing  D u su n  a ta u  gabungan  
D usun;

c. m usyaw arah  pengisian anggota BPD dari u n su r  
keterw akilan  perem puan  yang d ilak san ak an  oleh K etua 
TP PKK tingkat Desa.

(3) M usyaw arah pengisian anggota BPD keterw akilan wilayah 
pada  tingkat D usun  dan  m usyaw arah  pengisian anggota 
BPD dari u n su r  keterw akilan perem puan  sebagaim ana 
d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  b, dan  h u ru f  c d ituangkan  
dalam  Berita Acara Hasil M usyaw arah T ingkat D usun  dan  
B erita  Acara Hasil M usyaw arah Perw akilan Perem puan.

Paragraf 3 
P ersyaratan

Pasal 11
(1) Calon Anggota BPD h a ru s  m em enuhi persyara tan  

b e rd asa rk an  k e ten tu an  P e ra tu ran  P erundang-undangan , 
d ibuk tikan  dengan kelengkapan adm in istrasi sebagai 
beriku t :
a. S u ra t Pernyataan  yang d ib u a t oleh yang bersangku tan  di 

a la s  kertas berm eterai cukup , yang m enyataknn
1. bertakw a kepada T uhan  Yang Maha Esa;
2. m em egang teguh dan  m engam alkan Pancasila, 

m elaksanakan  U ndang-U ndang D asar Negara Republik 
Indonesia T ahun  1945, se rta  m em pertahankan  dan  
m em eliharan  k e u tu h a n  Negara K esatuan  Republik 
In d o n e s ia  dan B h in n e k a  T u n g g a l Ika;

3. tidak  sedang m en jabat sebagai Perangkat Pem erintah 
Desa;

4. bersedia d icalonkan m enjadi anggota BPD;
5. tidak  m em punyai h u b u n g an  d a rah  dengan Kepala 

D esa sam pai dera ja t k e sa tu  baik  keatas, kebaw ah, 
m au p u n  kesam ping yang d iketahu i oleh Kepala Desa;

6. bukan  m erupakan  pen g u ru s RT, RW, dan  LPMD.



Pasal 14 
(1) Pengisian anggota BPD berclasarkan keterwakilan wilayah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan 
untuk memilih calon anggota BPD dari masing-rnasing 
wilayah Du sun a tau gabungan Du sun dengan 
memperhatikan jumlah penclucluk. 

(2) Bagi Desa yang jumlah Dusunnya sama dengan jumlah 
keanggotaan BPD, maka tiap-tiap Dusun diwakili 1 (satu) 
anggota BPD. 

(3) Bagi Desa yang jumlah Dusunnya lebih sedikit atau lebih 
banyak dari jumlah keanggotaan BPD, maka penentuan 
jumlah keanggotaan masing-masing Dusun atau gabungan 
Dusun ditentukan melalui forum Musyawarah Desa dengan 
mempertimbangkan kearifan lokal clan clitetapkan 
pengaturannya dalam Peraturan Desa. 

(4) Berclasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana 
climaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian Keanggotaan 
BPD mengumumkan secara tertulis dan ditempelkan pada 
papan pengumuman Kantor Kepala Desa, serta 
tempat strategis pada setiap Dusun dalam jangka waktu 7 
(tujuh) Hari sebelum pelaksanaan musyawarah pengisian 
keanggotaan BPD tingkat Dusun. 

Paragraf 5 
Pengisian Anggota BPD Berclasarkan Ketcrwakilan Wilnyah 

Pasal 13 
( 1) Keterwakilan wilayah se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a, ditetapkan secara proporsional sesuai 
dengan jumlah penduduk masing-rnasing Dusun, setelah 
dikurangi 1 (satu) calon anggota BPD yang mewakili unsur 
perempuan. 

(2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud clalam 
Pasal 12 huruf b paling sedikit 1 (satu) orang clalam 
keanggotaan BPD. 

Pasal 12 
Pengisian keanggotaan BPD, clilakukan melalui: 
a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; 
b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan 

perempuan. 

Paragraf 4 
Tata Cara Pengisian 

b. berusia paling renclah 20 (dua puluh) tahun yang 
clibuktikan clengan Kartu Tanda Penduduk atau 
suclah/pernah menikah yang clibuktikan clengan surat 
nikah atau akta nikah; clan 

c. berpencliclikan paling renclah tamat sekolah menengah 
pertama atau seclerajat clibuktikan clengan foto kopi ijazah 
pendidikan formal terakhir yang clilegalisasi oleh pejabat 
berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang 
berwenang. 

(2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf D 
Peraturan Bupati ini. 

b. be ru sia  paling rendah  20 (dua puluh) ta h u n  yang 
d ibuk tikan  dengan K artu  T anda  P enduduk  a ta u  
su d a h /p e rn a h  m enikah yang d ibuk tikan  dengan su ra t 
n ikah  a ta u  ak ta  n ikah; dan

c. berpendid ikan  paling ren d ah  tam a t sekolah m enengah 
p ertam a a ta u  sederajat d ibuk tikan  dengan  foto kopi ijazah 
pendid ikan  formal te rak h ir yang dilegalisasi oleh pejabat 
berw enang a ta u  su ra t p e rnya taan  dari pe jabat yang 
berw enang.

(2) B en tuk  S u ra t P ernyataan  sebagaim ana  d im aksud  pada  
ayat (1) h u ru f  a  te rcan tu m  dalam  Lam piran h u ru f  D 
P era tu ran  B upati ini.

Paragraf 4 
T ata C ara Pengisian

Pasal 12
Pengisian keanggotaan  BPD, d ilakukan  m elalui :
a. Pengisian anggota BPD b erd asa rk an  keterw akilan wilayah;
b. Pengisian anggota BPD b e rd asa rk an  keterw akilan 

perem puan .

Pasal 13
(1) K eterw akilan wilayah sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 12 h u ru f a, d ite tapkan  secara  proporsional sesuai 
dengan  ju m lah  pen d u d u k  m asing-m asing  D usun , setelah 
d ikurangi 1 (satu) calon anggota BPD yang mewakili u n su r  
perem puan .

(2) K eterw akilan perem puan  sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 12 h u ru f b paling sedikit 1 (satu) orang dalam  
keanggotaan  BPD.

Paragraf 5
Pengisian Anggota BPD B erdasarkan  Keterwakilan Wilayah

Pasal 14
(1) Pengisian anggota BPD b e rd asa rk an  keterw akilan wilayah

sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 12 h u ru f  a  d ilakukan  
u n tu k  m em ilih calon anggota BPD dari m asing-m asing 
wilayah D usun  a tau  gabungan  D u su n  dengan
m em perhatikan  jum lah  penduduk .

(2) Bagi Desa yang jum lah  D usunnya  sam a dengan ju m lah  
keanggotaan  BPD, m aka tiap-tiap  D u su n  diwakili 1 (satu) 
anggota BPD.

(3) Bagi Desa yang ju m lah  D usunnya  lebih sedikit a ta u  lebih
banyak dari jum lah  keanggotaan BPD, m aka pen en tu an  
ju m lah  keanggotaan m asing-m asing  D usun  a ta u  gabungan 
D u su n  d iten tu k an  m elalui forum  M usyaw arah D esa dengan 
m em pertim bangkan  kearifan lokal dan  d ite tapkan
p en g a tu ran n y a  dalam  P era tu ran  Desa.

(4) B erdasarkan  hasil M usyaw arah D esa sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (3), Panitia Pengisian Keanggotaan 
BPD m engum um kan  secara  tertu lis  dan  ditem pelkan pada  
p ap an  pengum um an  K antor Kepala Desa, se rta  
tem pat stra teg is pada  setiap  D usun  dalam  jan g k a  w ak tu  7 
(tujuh) Hari sebelum  p e lak san aan  m usyaw arah  pengisian 
keanggotaan  BPD tingkat D usun .



Pasal 16 
(1) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara yang memuat 
Daftar Nama Bakal Calon Anggota BPD sesuai urutan 
berdasarkan prioritas usulan masyarakat yang 
ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan 1 (satu) 
orang perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 1 
(satu) orang unsur masyarakat yang dilampiri daftar hadir 
dan notulen musyawarah. 

!· 

Pasal 15 
(1) Dusun atau gabungan Dusun dengan difasilitasi Panitia 

Pengisian Keanggotaan BPD melaksanakan musyawarah 
pengisian keanggotaan BPD. 

(2) Peserta musyawarah perwakilan tingkat Dusun adalah 
masyarakat warga Dusun yang bersangkutan dan 
berdomisili di wilayah pemilihan, yang terdiri dari unsur : 
a. Kepala Dusun wilayah pemilihan dalam Dusun; 
b. pengurus lembaga kemasyarakatan Desa di Dusun 

setempat masing-masing 1 (satu) orang; 
c. masyarakat warga Dusun setempat yang memiliki hak 

pilih. 
(3) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, meliputi : 
a. RT; 
b. RW; 
c. TP-PKK Dusun; 
d. Karang Taruna; 
e. LPMD; dan 
f. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS). 

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dirnak sud padn uynt (2) 
huruf c, antara lain: 
a. tokoh agama; 
b. tokoh masyarakat; 
c. tokoh pendidikan; 
d. tokoh perempuan; 
e. tokoh pemuda; dan 
f. tokoh profesi. 

(5) Musyawarah dilaksanakan di Dusun yang bersangkutan 
atau gabungan Dusun yang berbatasan. 

(6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 
oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dengan 
menyampaikan tata tertib dan persyaratan menjadi anggota 
BPD, selanjutnya menyerahkan Pimpinan Musyawarah 
kepada salah satu peserta yang dituakan atau disepakati. 

(7) Pimpinan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) melanjutkan musyawarah untuk menentukan dan 
menetapkan bakal calon anggota BPD secara mufakat. 

(8) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui 
sistem pemungutan suara. 

(9) Tiap-tiap Dusun atau gabungan Dusun paling banyak 
mengajukan 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota BPD 
kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD. 

Pasal 15
(1) D u su n  a ta u  gabungan D usun  dengan difasilitasi Panitia 

Pengisian Keanggotaan BPD m elaksanakan  m usyaw arah  
pengisian  keanggotaan BPD.

(2) P eserta  m usyaw arah  perw akilan tingkat D usun  adalah  
m asy arak a t w arga D usun  yang b e rsan g k u tan  dan  
berdom isili di wilayah pem ilihan, yang terdiri dari u n su r  :
a. Kepala D usun  wilayah pem ilihan dalam  D usun;
b. pen g u ru s lem baga kem asy arak a tan  D esa di D usun  

se tem pat m asing-m asing 1 (satu) orang;
c. m asy arak a t w arga D usun  se tem pat yang memiliki h ak  

pilih.
(3) Lem baga kem asyaraka tan  D esa sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat (2) h u ru f  b, m eliputi :
a. RT;
b. RW;
c. TP-PKK D usun;
d. K arang T aruna;
e. LPMD; dan
f. S a tuan  Perlindungan M asyarakat (SATL1NMAS).

(4) U nsur m asyarakat sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 
h u ru f  c, a n ta ra  lain:
a. tokoh agam a;
b. tokoh m asyarakat;
c. tokoh pendidikan;
d. tokoh perem puan;
e. tokoh pem uda; dan
f. tokoh profesi.

(5) M usyaw arah d ilak sanakan  di D usun  yang b ersangku tan  
a ta u  gabungan  D usun  yang be rb a tasan .

(6) M usyaw arah sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ibuka 
oleh Panitia  Pengisian K eanggotaan BPD dengan 
m enyam paikan  ta ta  tertib  dan  p e rsy ara tan  m enjadi anggota 
BPD, selan ju tnya  m enyerahkan  P im pinan M usyaw arah 
kepada  sa lah  sa tu  peserta  yang d itu ak an  a ta u  disepakati.

(7) P im pinan M usyaw arah sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (6) m elan ju tkan  m usyaw arah  u n tu k  m en en tu k an  dan  
m enetapkan  bakal calon anggota BPD secara  m ufakat.

(8) Dalam  hal m usyaw arah  m ufakat sebagaim ana  d im aksud  
p ad a  ayat (7) tidak tercapai, d ilakukan  pem ilihan m elalui 
sistem  pem ungu tan  suara .

(9) T iap-tiap D usun  a ta u  gabungan  D u su n  paling banyak  
m engajukan  5 (lima) orang Bakal Calon Anggota BPD 
kepada  Panitia  Pengisian K eanggotaan BPD.

Pasal 16
(1) Hasil M usyaw arah sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 15 d ituangkan  dalam  B erita A cara yang m em uat 
D aftar Nam a Bakal Calon Anggota BPD sesua i u ru ta n  
b e r d a sa r k a n  p rior ita s u s u la n  m a sy a r a k a t y a n g  
d itan d a tan g an i oleh Pim pinan M usyaw arah dan  1 (satu) 
orang  perw akilan Lem baga K em asyarakatan  D esa dan  1 
(satu) orang u n su r  m asy arak a t yang dilam piri daftar had ir 
dan  no tu len  m usyaw arah.



(1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD meminta kepada Ketua 
TP PKK tingkat Desa untuk melaksanakan musyawarah 
pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan 
perempuan. 

(2) Dalam rangka pengisian anggota BPD berdasarkan 
keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Ketua TP PKK tingkat Desa mengundang anggota 
PKK dari masing-masing Dusun yang bersangkutan paling 
banyak 3 (tiga) orang dan Tokoh Perempuan di Desa paling 
banyak 3 (tiga) orang untuk melaksanakan musyawarah 
pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan 
perempuan. 

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka 
oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dengan 
menyampaikan tata tertib dan persyaratan menjadi anggota 
BPD, selanjutnya menyerahkan Pimpinan Musyawarah 
kepada salah satu peserta yang dituakan atau disepakati. 

(4) Pimpinan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) melanjutkan musyawarah untuk menentukan dan 
menetapkan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur 
perempuan paling banyak 3 (tiga) orang secara mufakat. 

(5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui 
sistem pemungutan suara. 

Pasal 18 

(3) 

(2) 

Pasal 17 
Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan 
perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b 
dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai 
anggota BPD mewakili unsur perempuan. 
Calon anggota BPD yang mewakili unsur perempuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan 
warga Desa yang memenuhi persyaratan calon anggota 
BPD, serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan 
mem perj uangkan kepen tingan perem puan. 
Pemilihan anggota BPD yang mewakili unsur perempuan 
se bagaimana dimaksud pad a aya t ( 1), dilakukan oleh 
perwakilan perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih. 

( 1) 

Paragraf 6 
Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan 

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD 
sebagai bahan musyawarah tingkat Desa paling 
lambat 4 (empat) Hari setelah pelaksanaan musyawarah 
dengan dilengkapi persyaratan Bakal Calon Anggota BPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 

(3) Format Serita Acara hasil musyawarah pemilihan ;1nggotn 
BPD perwakilan tingkat Dusun sch,1g;iimn n a di mn k s ud 
pada ayat (1) tercantum dalam La m pirn n h uruf r.: Pr-r.u urnu 
Bupati ini. 
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(2) B erita Acara sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 
d isam paikan  kepada Panitia Pengisian K eanggotaan BPD 
sebagai b ah an  m usyaw arah  tingkat D esa paling 
lam bat 4 (empat) Hari se telah  p e lak san aan  m usyaw arah  
dengan dilengkapi pe rsyara tan  Bakal Calon Anggota BPD 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 1 1.

(3) Form at Berita Acara hasil m usyaw arah  pem ilihan anggota 
BPD perw akilan tingkat D usun  sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) tercan tum  dalam  Lam piran b u m f E IV raturan 
B upati ini.

Paragraf 6
Pengisian Anggota BPD B erdasarkan  K eterw akilan Perem puan

Pasal 17
(1) Pengisian anggota BPD b erd asa rk an  keterw akilan 

perem puan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 11 h u ru f b 
d ilakukan  u n tu k  memilih 1 (satu) orang perem puan  sebagai 
anggota BPD mewakili u n su r  perem puan .

(2) Calon anggota BPD yang mewakili u n s u r  perem puan  
sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) adalah  perem puan  
w arga Desa yang m em enuhi persyara tan  calon anggota 
BPD, se rta  memiliki kem am puan  dalam  m enyuarakan  dan  
m em perjuangkan  kepentingan perem puan.

(3) Pem ilihan anggota BPD yang mewakili u n su r  perem puan  
sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1), d ilakukan  oleh 
perw akilan perem puan  w arga D esa yang memiliki h ak  pilih.

Pasal 18
(1) Pan itia  Pengisian K eanggotaan BPD m em inta  kepada K etua 

TP PKK tingkat D esa u n tu k  m elak san ak an  m usyaw arah  
pengisian  anggota BPD b e rd asa rk an  keterw akilan 
perem puan .

(2) D alam  rangka  pengisian anggota BPD berd asa rk an  
keterw akilan perem puan  sebagaim ana d im aksud  pada  
aya t (1), K etua TP PKK tingkat D esa m engundang  anggota 
PKK dari m asing-m asing  D u su n  yang b e rsan g k u tan  paling 
banyak  3 (tiga) orang dan  Tokoh Perem puan  di D esa paling 
banyak  3 (tiga) orang u n tu k  m elak san ak an  m usyaw arah  
pengisian  keanggotaan BPD b erd asa rk an  keterw akilan 
perem puan .

(3) M usyaw arah sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) d ibuka 
oleh Panitia Pengisian K eanggotaan BPD dengan 
m enyam paikan  ta ta  tertib  dan  p ersy ara tan  m enjadi anggota 
BPD, se lan ju tnya  m enyerahkan  P im pinan M usyaw arah 
kepada  sa lah  sa tu  peserta  yang d itu ak an  a ta u  d isepakati.

(4) Pim pinan M usyaw arah sebagaim ana d im aksud  pada 
aya t (3) m elan ju tkan  m usyaw arah  u n tu k  m enen tukan  dan  
m ene tapkan  Bakal Calon Anggota BPD dari u n su r  
perem puan  paling banyak  3 (tiga) orang secara  m ufakat.

(5) D alam  hal m usyaw arah  m u fak a t sebagaim ana  d im aksud  
pad a  ayat (4) tidak tercapai, d ilakukan  pem ilihan m elalui 
sistem  pem ungu tan  suara .
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Pasal 20 
(1) Setelah melakukan proses penjaringan, Panitia Pengisian 

Keanggotaan BPD melakukan penyaringan Bakal Calon 
anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan 
keterwakilan perempuan. 

(2) Mekanisme penyaringan sebagimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. Pimpinan musyawarah masing-masing Dusun dan 

Pimpinan musyawarah dari unsur perempuan 
menyerahkan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan SPD 
Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota SPD 
Perwakilan Tingkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 dan Serita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan 
Anggota SPD Perwakilan Perempuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19, beserta kelengkapan berkas 
persyaratan Sakal Calon Anggota BPD; 

b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Sakal 
Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD 
berupa penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal 
Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11; 

c. penelitian kelengkapan persyarata n administrasi Baknl 
Caton Anggota sebagaimana dimak sud pndn h uruf Ii 
dilaksanakan dalam jangka wa kt u p,1ling lama J (tign) 
Hari sejak Berita Acara Has il Mu syawara h dan 
kelengkapan berkas persyaratan Baka! Calon Anggota 
BPD diterima oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD; 

d. pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
pada huruf c diumumkan kepada masyarakat melalui 
papan pengumuman Desa paling lama 3 (tiga) Hari; 

Paragraf 7 
Penyaringan 

Pasal 19 
(1) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

dituangkan dalam Serita Acara Hasil Musyawarah 
Perwakilan Perempuan yang memuat daftar Nama Sakal 
Calon Anggota BPD sesuai urutan berdasarkan prioritas 
usulan musyawarah perwakilan perempuan yang 
ditandantangani oleh Pimpinan musyawarah, 1 (satu) orang 
perwakilan TP PKK, dan 1 (satu) orang Tokoh Perempuan 
dilarnpiri daftar hadir dan notulen musyawarah 

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD 
sebagai bahan musyawarah tingkat Desa paling lambat 
4 (empat) Hari setelah pelaksanaan musyawarah dengan 
dilengkapi persyaratan bakal calon anggota BPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 

(3) Format Serita Acara musyawarah pemilihan anggota SPD 
perwakilan perempuan calon anggota SPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19
(1) Hasil M usyaw arah sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 18 

d ituangkan  dalam  Berita Acara Hasil M usyaw arah 
Perwakilan Perem puan yang m em uat daftar Nam a Bakal 
Calon Anggota BPD sesuai u ru ta n  b e rd asa rk an  prioritas 
u su la n  m usyaw arah  perw akilan perem puan  yang 
d itan d an tan g an i oleh P im pinan m usyaw arah , 1 (satu) orang 
perw akilan TP PKK, dan  1 (satu) orang Tokoh Perem puan 
dilam piri daftar hadir dan  no tu len  m usyaw arah

(2) Berita Acara sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 
d isam paikan  kepada Panitia  Pengisian Keanggotaan BPD 
sebagai bahan  m usyaw arah  tingkat D esa paling lam bat 
4 (empat) Hari se telah  p e lak san aan  m usyaw arah  dengan 
dilengkapi persyara tan  bakal calon anggota BPD 
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 11.

(3) Form at Berita Acara m usyaw arah  pem ilihan anggota BPD 
perw akilan perem puan  calon anggota BPD sebagaim ana 
d im aksud  pada  ayat (1) te rcan tu m  dalam  Lam piran h u ru f  F 
P e ra tu ran  B upati ini.

Paragraf 7 
Penyaringan

Pasal 20
(1) Setelah m elakukan  proses pen jaringan , Panitia  Pengisian 

K eanggotaan BPD m elakukan  penyaringan  Bakal Calon 
anggota BPD dari u n s u r  keterw akilan w ilayah dan  
keterw akilan  perem puan.

(2) M ekanism e penyaringan sebag im ana d im aksud  pada 
ayat (1), d ilakukan  dengan m ekanism e sebagai beriku t :
a. P im pinan m usyaw arah  m asing-m asing  D usun  dan  

Pim pinan m usyaw arah  dari u n s u r  perem puan  
m enyerahkan  kepada Panitia  Pengisian K eanggotaan BPD 
Berita Acara Hasil M usyaw arah Pem ilihan Anggota BPD 
Perw akilan T ingkat D usun  sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 16 dan  Berita Acara Hasil M usyaw arah Pem ilihan 
Anggota BPD Perw akilan P erem puan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 19, beserta  kelengkapan berkas 
p e rsy ara tan  Bakal Calon Anggota BPD;

b. penelitian  kelengkapan p e rsy ara tan  adm in istrasi Bakal 
Calon Anggota BPD sebagaim ana d im aksud  pada  h u ru f  a, 
d ilak sanakan  oleh Panitia  Pengisian K eanggotaan BPD 
berupa  penelitian berkas p e rsy ara tan  adm in istrasi Bakal 
Calon Anggota BPD sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 11;

c. penelitian kelengkapan persyara tan  adm in istrasi Bakal 
Calon Anggota sebagaim ana d im aksud  pada h u ru f b 
d ilak san ak an  dalam  jangka  w aktu paling lam a 3 (tiga) 
Hari sejak Berita Acara Hasil M usyaw arah dan 
kelengkapan berkas persyara tan  Bakal Calon Anggota 
BPD diterim a oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD;

d. pengum um an  hasil penelitian sebagaim ana  d im aksud  
pada  h u ru f  c d ium um kan  kepada m asy arak a t m elalui 
p ap an  pengum um an  D esa paling lam a 3 (tiga) Hari;
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Pasal23 
(1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyelenggarakan 

musyawarah perwakilan tingkat Desa paling lambat 
7 (tujuh) Hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d. 

Pasal 22 
( 1) Peserta musyawarah perwakilan tingkat Desa, terdiri dari 

unsur: 
a. Kepala Dusun; 
b. 1 (satu) orang perwakilan Dusun masing-masing 1 (satu) 

orang; dan 
c. 1 (satu) orang pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa 

masing-masing 1 (satu) orang. 
(2) Perwakilan Dusun sebagaimana dirnn k sud pada nynt (I) 

huruf b, an tara lain : 
a. tokoh agama; 
b. tokoh masyarakat; 
c. tokoh pendidikan; 
d. tokoh perempuan; 
e. tokoh pemuda; dan 
f. tokoh prof esi. 

(3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. RT; 
b. RW; 
c. TP PKK Desa; 
d. Karang Taruna; 
e. LPMD; dan 
f. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS). 
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Pasal 21 
Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa, dilaksanakan untuk: 
a. menetapkan calon anggota BPD terpilih yang dipilih dalam 

musyawarah perwakilan tingkat Dusun; 
b. menetapkan calon anggota BPD yang mewakili perempuan 

yang dipilih dalam musyawarah pengisian keanggotaan BPD 
dari perwakilan perempuan; dan 

c. menetapkan Calon Anggota BPD antar waktu. 

Bagian Kelima 
Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa 

e. Bakal Calon Anggota BPD yang lolos dalam penelitian 
kelengkapan administrasi berhak ditetapkan menjadi 
Calon Anggota BPD dan berhak dipilih dalam 
musyawarah perwakilan tingkat Desa; 

f. format berita acara dan lampiran berita acara hasil 
penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon 
Anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
huruf G dan huruf H Peraturan Bupati ini. 

(3) Penetapan Calon Anggota BPD hasil proses penyaringan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan 
BPD berakhir. 

e. Bakal Calon Anggota BPD yang lolos dalam  penelitian 
kelengkapan adm in istrasi be rh ak  d ite tapkan  m enjadi 
Calon Anggota BPD d an  b e rh ak  dipilih dalam  
m usyaw arah  perw akilan tingkat Desa;

f. form at berita  aca ra  d an  lam piran  berita  aca ra  hasil 
penelitian  berkas p ersy ara tan  ad m in istras i Bakal Calon 
Anggota BPD sebagaim ana te rcan tu m  dalam  Lam piran 
h u ru f  G dan  h u ru f H P era tu ran  B upati ini.

(3) P enetapan  Calon Anggota BPD hasil p roses penyaringan 
sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) h u ru f  e d ilak sanakan  
paling lam bat 3 (tiga) bu lan  sebelum  m asa  keanggotaan  
BPD berakhir.

Bagian Kelima
M usyaw arah Perw akilan T ingkat D esa 

Pasal 21
M usyaw arah Perw akilan T ingkat Desa, d ilak san ak an  u n tu k  :
a. m ene tapkan  calon anggota BPD terpilih  yang dipilih dalam  

m usyaw arah  perw akilan tingkat D usun;
b. m ene tapkan  calon anggota BPD yang m ewakili perem puan  

yang dipilih dalam  m usyaw arah  pengisian keanggotaan BPD 
dari perw akilan perem puan; dan

c. m ene tapkan  Calon Anggota BPD a n ta r  w aktu .

Pasal 22
(1) Peserta  m usyaw arah  perw akilan tingka t D esa, terdiri dari 

u n s u r :
a. Kepala D usun;
b. 1 (satu) orang perw akilan D usun  m asing-m asing  1 (satu) 

orang; dan
c. 1 (satu) orang pengurus Lem baga K em asyarakatan  desa 

m asing-m asing  1 (satu) orang.
(2) Perwakilan D usun  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 

h u ru f  b, a n ta ra  lain :
a. tokoh agam a;
b. tokoh m asyarakat;
c. tokoh pendidikan;
d. tokoh perem puan;
e. tokoh pem uda; dan
f. tokoh profesi.

(3) Lem baga K em asyarakatan  Desa sebagaim ana  d im aksud  
pada  ayat (1) h u ru f  c, m eliputi :
a. RT;
b. RW;
c. TP PKK Desa;
d. Karang T aruna;
e. LPMD; dan
f. S a tu an  Perlindungan M asyarakat (SATLINMAS).

Pasal 23
(1) Pan itia  Pengisian K eanggotaan BPD m enyelenggarakan 

m usyaw arah  perw akilan tingkat D esa paling lam bat 
7 (tujuh) Hari sejak pengum um an  sebagaim ana  d im aksud  
dalam  Pasal 20 ayat (2) h u ru f  d.



Pasal 25 
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melaporkan hasil 
pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa. 

( 1) 

Bagian Ketujuh 
Pelaporan Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD 

(6) 

(1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menetapkan calon 
anggota BPD terpilih baik yang mewakili wilayah pemilihan 
dalam Dusun maupun mewakili perempuan dengan 
Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang 
Penetapan Anggota BPD. 

(2) Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Tingkat 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasnl 23 ayat (4) dnn 
Keputusan Panitia Pengisian Keanpuot ann nPD 1e11tn11g 
Perictapan Anggota BPD sebagaim.mu dirnak sud pndn 
ayat ( 1) disampaikan oleh Panitia Pcnuisian Kcanggotaan 
BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak 
calon anggota BPD terpilih ditetapkan. 

(3) Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Tingkat 
Desa dan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD 
tentang Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati 
melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya 
hasil musyawarah untuk mendapatkan keputusan. 

(4) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya 
laporan ha sil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa. 

(5) Sebelum meresmikan anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), Bupati atau Camat melakukan penelitian 
berkas usulan peresmian yang meliputi : 
a. Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan 

Tingkat Desa; 
b. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang 

Penetapan Anggota BPD. 
Format Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan 
Tingkat Desa dan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan 
BPD tentang Penetapan Anggota BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan huruf b, tercantum 
dalam Lampiran huruf I dan huruf J Peraturan Bupati ini. 

Pasal24 

Bagian Keenam 
Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih 

(3) 

(4) 

Calon Anggota BPD yang dipilih dalam proses musyawarah 
perwakilan tingkat Desa oleh peserta musyawarah adalah 
calon anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak. 
Calon Anggota BPD yang tidak terpilih menjadi anggota 
BPD ditetapkan menjadi calon anggota BPD antar waktu. 
Setelah musyawarah perwakilan tingkat Desa selesai 
dilaksanakan, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD 
membuat Serita Acara Pelaksanaan Musyawarah 
Perwakilan Tingkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua 
dan Sekretaris Panitia Pengisian Anggota BPD. 

(2) 

:· 
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(2) Calon Anggota BPD yang dipilih dalam  proses m usyaw arah  
perw akilan tingkat D esa oleh p eserta  m usyaw arah  adalah  
calon anggota BPD dengan perolehan su a ra  terbanyak.

(3) Calon Anggota BPD yang tidak  terpilih  m enjadi anggota 
BPD d ite tapkan  m enjadi calon anggota BPD a n ta r  w aktu.

(4) Setelah m usyaw arah  perw akilan tingkat Desa selesai 
d ilak sanakan , Panitia  Pengisian Keanggotaan BPD 
m em buat Berita Acara P e laksanaan  M usyaw arah 
Perw akilan Tingkat Desa yang d itan d a tan g an i oleh Ketua 
dan  Sekretaris Panitia Pengisian Anggota BPD.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih 

Pasal 24
(1) Pan itia  Pengisian K eanggotaan BPD m enetapkan  calon 

anggota BPD terpilih baik yang m ewakili w ilayah pem ilihan 
dalam  D usun  m au p u n  mewakili perem puan  dengan 
K epu tusan  Panitia Pengisian K eanggotaan BPD ten tang  
P enetapan  Anggota BPD.

(2) Berita Acara P elaksanaan  M usyaw arah Perwakilan Tingkat 
D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 23 ayat (4) dan 
K epu tusan  Panitia Pengisian Keanggotaan BPD ten tang  
P enetapan  Anggota BPD sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) d isam paikan  oleh Panitia Pengisian Keanggotaan 
BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak 
calon anggota BPD terpilih d ite tapkan .

(3) Berita Acara Pelaksanaan  M usyaw arah Perw akilan T ingkat 
D esa dan  K eputusan  Panitia  Pengisian Keanggotaan BPD 
ten tan g  Penetapan  Anggota BPD sebagaim ana d im aksud  
pada  ayat (2) d isam paikan  oleh Kepala D esa kepada B upati 
m elalui C am at paling lam a 7 (tujuh) Hari sejak d iterim anya 
hasil m usyaw arah  u n tu k  m endapatkan  kepu tu san .

(4) Peresm ian anggota BPD d ite tapkan  dengan K eputusan  
B upati paling lam a 30 (tiga puluh) Hari sejak diterim anya 
laporan hasil m usyaw arah  perw akilan dari Kepala Desa.

(5) Sebelum  m eresm ikan anggota BPD sebagaim ana d im aksud  
pada ayat (4), B upati a ta u  C am at m elakukan  penelitian 
berkas u su lan  peresm ian yang m eliputi :
a. Berita Acara P elaksanaan  M usyaw arah Perwakilan 

T ingkat Desa;
b. K epu tusan  Panitia Pengisian K eanggotaan BPD ten tang  

P enetapan  Anggota BPD.
(6) Form at Berita Acara P e laksanaan  M usyaw arah Perwakilan 

T ingkat Desa dan  K eputusan  Pan itia  Pengisian Keanggotaan 
BPD ten tang  P enetapan  Anggota BPD sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (5) h u ru f  a, dan  h u ru f  b, te rcan tu m  
dalam  Lam piran h u ru f I dan  h u ru f  J  P e ra tu ran  B upati ini.

Bagian K etujuh
Pelaporan P e laksanaan  Pengisian Anggota BPD

Pasal 25
(1) Pan itia  Pengisian K eanggotaan BPD m elaporkan hasil 

p e lak san aan  pengisian anggota BPD kepada  Kepala Desa.



j. 

Pasal27 
(1) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan 

dalam upacara Peresmian BPD. 
(2) Peresmian BPD dengan urutan acara : 

a. menyanyikan lagu Indonesia Raya; 
b. pembacaan Keputusan Bupati; 
c. pengambilan sumpah/ janji; 
d. penandatanganan Berita Acara Sumpah; 
e. kata peresmian; 
f. penyerahan Keputusan Bupati; 
g. sambutan Bupati; 
h. pembacaan doa. 

(3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), didampingi 
oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing. 

·~ 

Pasal 26 
(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya 
laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa. 

(2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga 
puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati 
mengenai peresmian anggota BPD. 

(3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah / 
berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan 
dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD, sebagai berikut: 
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya 
akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD 
dengan sebaik-baiknya, seJUJUr-JUJUrnya, dan seadil 
adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan 
dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan 
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi clan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, serta melaksanakan segala Peraturan Perundang 
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi 
Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". 

Bagian Kedelapan 
Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota BPD 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit memuat : 
a. jadwal dan tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD; 
b. daftar Sakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan 

wilayah dan keterwakilan perempuan; 
c. hasil pelaksanaan musyawarah perwakilan tingkat Desa; 
d. laporan realisasi anggaran pengisian anggota BPD. 

(3) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dalam melaporkan 
pelaksanaan pengisian anggota BPD melampirkan berita 
acara pelaksanaan musyawarah pcrwa k ila n t ingkn: Dc sn 
clan Ke put.usan Panitia Pengisian l<c,111ggotr1;111 nPI) 11·11u111,~ 
Perictapan Anggota BPD sebagaimann dimak suc! d ala m 
Pasal 24 ayat (4). 

·' I 
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(2) Laporan sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1), paling 
sedik it m em uat :
a. jadw al dan  tah ap an  p e lak san aan  pengisian  anggota BPD;
b. daftar Bakal Calon Anggota BPD dari u n s u r  keterw akilan 

w ilayah dan  keterw akilan perem puan;
c. hasil pe laksanaan  m usyaw arah  perw akilan tingkat Desa;
d. laporan  realisasi anggaran  pengisian anggota BPD.

(3) Pan itia  Pengisian Keanggotaan BPD dalam  m elaporkan 
p e lak san aan  pengisian anggota BPD m elam pirkan berita 
acara  pelaksanaan  m usyaw arah  perw akilan tingkat Desa 
dan  K eputusan  Panitia Pengisian Keanggotaan BPD ten tang  
P enctapan  Anggota BPD sebagaim ana d im aksud  dalam  
Pasal 24 ayat (4).

Bagian Kedelapan
Peresm ian dan Pengam bilan Sum pah  Anggota BPD

Pasal 26
(1) Peresm ian anggota BPD d ite tapkan  dengan K eputusan  

B upati paling lam a 30 (tiga puluh) Hari sejak d iterim anya 
laporan  hasil m usyaw arah  perw akilan dari Kepala Desa.

(2) Pengucapan sum pah  jan ji anggota BPD d ipandu  oleh 
B upati a tau  pejabat yang d itu n ju k  paling lam a 30 (tiga 
puluh) Hari sejak d iterb itkannya K eputusan  B upati 
m engenai peresm ian anggota BPD.

(3) Anggota BPD sebelum  m em angku jab a tan n y a  bersum pah  / 
berjanji secara  bersam a-sam a di h ad ap an  m asyaraka t dan  
d ip an d u  oleh Bupati a ta u  pe jabat yang d itun juk .

(4) S u su n a n  k a ta  su m p a h /ja n ji anggota BPD, sebagai beriku t : 
’’Demi A llah /T uhan , saya b e rsu m p ah /b e rja n ji bahw a saya 
ak an  m em enuhi kew ajiban saya se laku  anggota BPD 
dengan  sebaik-baiknya, se ju ju r-ju ju rnya, dan  seadil- 
adilnya; bahw a saya akan  selalu  ta a t dalam  m engam alkan 
dan  m em pertahankan  Pancasila  sebagai D asar Negara, dan  
bahw a saya akan  m enegakkan k eh idupan  dem okrasi dan  
U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia  T ahun  
1945, se rta  m elaksanakan  segala P e ra tu ran  Perundang- 
u n d an g an  dengan se lu ru s-lu ru sn y a  yang berlaku  bagi 
Desa, D aerah, dan  Negara K esatuan  Republik Indonesia”.

Pasal 27
(1) Pengucapan  su m p a h /ja n ji anggota BPD d ilak sanakan  

dalam  u p a ca ra  Peresm ian BPD.
(2) Peresm ian BPD dengan u ru ta n  acara  :

a. m enyanyikan lagu Indonesia  Raya;
b. pem bacaan  K eputusan  Bupati;
c. pengam bilan su m p ah /jan ji;
d. p en an d a tan g an an  Berita A cara Sum pah;
e. k a ta  peresm ian;
f. penyerahan  K eputusan  Bupati;
g. sam b u tan  Bupati;
h. pem bacaan  doa.

(3) Pengucapan su m p a h /ja n ji ja b a ta n  anggota BPD 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 26 ayat (4), didam pingi 
oleh rohaniaw an  sesuai dengan agam anya m asing-m asing.



Pasal 30 
Anggota BPD berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; atau 
c. diberhentikan. 
Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, apabila: 
a. berakhir masa keanggotaan; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan 

atau berhalangan tetap secara berturut-turut paling lama 
6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; 
d. ticlak melaksanakan kewajiban scbng;1i nnggota Rl'D; 
e. mclanggar larangan sebagai anggora !3l'D; 
I. melanggar sumpah/janji jabatan clan kodc ctik BPD; 
g. dinyatakan bersalah berdasarkan put.usan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena 
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

Bagian Kedua 
Alasan Pemberhentian 

Pasal29 
(1) Pemberhentian BPD dapat dilakukan dengan: 

a. pemberhentian sementara; 
b. pemberhentian definitif. 

(2) Apabila terdapat anggota BPD yang berhenti sebelum masa 
jabatannya berakhir, maka dilakukan pengisian Anggota 
BPD Antar Waktu. 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB IV 
PEMBERHENTIAN BPD 

Pasal 28 
Anggota BPD yang telah mengucapkan sumpah dan janji 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mengikuti pelatihan 
awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Dalam pengucapan sumpah/janji se bngairnana dimaksud 
pada ayat (1), anggota BPD yang beraga rria : 
a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya 

bersum pah"; 
b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan 

frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan 
frasa "Semoga Tuhan menolong saya"; 

c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; 
dan 

d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa". 
(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara 
pengucapan sumpah/ janji. 

(1) 
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(4) Dalam  pengucapan su m p ah /jan ji sebagaim ana d im aksud 
pada  ayat (1), anggota BPD yang beragam a :
a. Islam , diawali dengan frasa “Demi Allah saya 

b e rsu m p ah ”;
b. Kristen P rotestan  dan  Kristen Katolik, diawali dengan 

frasa  “Demi T uhan saya berjanji” dan  diakhiri dengan 
frasa  “Semoga T uhan  m enolong saya”;

c. B udha, diawali dengan frasa  “Demi Hyang Adi B udha”; 
dan

d. H indu, diawali dengan frasa  “Om Atah Param aw isesa”.
(5) Setelah pengucapan su m p a h /ja n ji sebagaim ana d im aksud  

pada ayat (4) d ilan ju tkan  p e n an d a tan g an an  berita  acara  
pengucapan  su m p ah /jan ji.

Pasal 28
Anggota BPD yang telah m engucapkan  su m p ah  dan  jan ji 
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 27, m engikuti pela tihan  
awal m asa  tugas yang d ilak sanakan  oleh Pem erin tah  D aerah.

BAB IV
PEMBERHENTIAN BPD

Bagian K esatu 
Um um

Pasal 29
(1) P em berhentian  BPD d ap at d ilakukan  dengan  :

a. pem berhen tian  sem entara;
b. pem berhen tian  defmitif.

(2) Apabila te rd ap a t anggota BPD yang berhen ti sebelum  m asa  
ja b a ta n n y a  berakhir, m aka d ilakukan  pengisian Anggota 
BPD A ntar W aktu.

Bagian K edua 
A lasan Pem berhentian

Pasal 30
(1) Anggota BPD berhenti k a ren a  :

a. m eninggal dunia;
b. m en g undu rkan  diri; a ta u
c. d iberhen tikan .

(2) Anggota BPD d iberhen tikan  sebagaim ana  d im aksud  pada  
ayat (1) h u ru f  c, apabila  :
a. berakh ir m asa  keanggotaan;
b. tidak  d ap a t m elaksanakan  tugas secara  berke lan ju tan  

a ta u  berhalangan  te tap  secara  b e r tu ru t- tu ru t paling lam a 
6 (enam) bu lan  tan p a  keterangan  apapun ;

c. tidak  lagi m em enuhi syara t sebagai anggota BPD;
d. tidak m elaksanakan  kew ajiban sebagai anggota BPD;
e. m elanggar larangan sebagai anggota BPD;
f. m elanggar su m p a h /ja n ji ja b a ta n  dan  kode etik BPD;
g. d inyatakan  bersalah  berdasarkan  p u tu sa n  pengadilan 

yang telah m em peroleh k ekuatan  h u k u m  tetap, karena  
m elakukan  tindak  p idana  dengan an cam an  p idana  
pen jara  5 (lima) ta h u n  a ta u  lebih;



Pasal33 
( 1) Pengisian anggota BPD an tar waktu dilaksanakan apabila 

terdapat anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan 
sebelum masa jabatannya berakhir, maka keanggotaannya 
digantikan oleh BPD antar waktu. 

BABV 
PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU 

Pasal32 
(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah 

ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, 
terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap 
keamanan Negara. 

(2) Dalam ha! anggota BPD yang dibcrl ic nt ika n scmr.ntnrn 
berkcdudukan sebagai Pimpinan BPD, diik ut i dcngan 
pemberhentiannya sebagai Pirnpinan BPD. 

(3) Dalam hal Pimpinan BPD diberhcn tikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPD lainnya memimpin 
rapat pemilihan Pimpinan BPD pengganti antar waktu. 

(4) Rapat pemilihan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) urutannya diatur dalam Tata Tertib BPD. 

Bagian Ketiga 
Pemberhentian Sementara 

Pasal 31 
(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD 

berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui 
Kepala Desa. 

(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian 
anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 
(tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian. 

(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota 
BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak 
diterimanya usul pemberhentian. 

(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling 
lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usul 
pemberhentian anggota BPD. 

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

h. tidak menghadiri rapat panpurna dan/ a tau rapat BPD 
lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya 
paling banyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan 
yang sah; 

1. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, 
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) 
Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; 

j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; 
k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; 
1. ditetapkan sebagai Perangkat Desa. 

h. tidak  m enghadiri rap a t p a rip u rn a  d a n /a ta u  rap a t BPD 
lainnva yang m enjadi tugas dan  kew ajibannya 
paling banyak 6 (enam) kali b e rtu ru t- tu ru t  tan p a  a lasan
yang sah;

i. A danya p e rubahan  s ta tu s  D esa m enjadi ke lu rahan , 
penggabungan  2 (dua) D esa a ta u  lebih m enjadi 1 (satu) 
D esa baru , pem ekaran  a ta u  p en g h ap u san  Desa;

j. b e rtem pat tinggal d iluar w ilayah asa l pem ilihan;
k. d ite tapkan  sebagai calon Kepala Desa;
l. d ite tapkan  sebagai Perangkat Desa.

Pasal 31
(1) Pem berhen tian  anggota BPD d iu su lk an  oleh P im pinan BPD 

b e rd asa rk an  hasil m usyaw arah  BPD kepada  B upati m elalui 
Kepala Desa.

(2) Kepala D esa m en indak lan ju ti u su la n  pem berhen tian  
anggota BPD kepada B upati m elalui C am at paling lam a 7 
(tujuh) Hari sejak d iterim anya u su l pem berhen tian .

(3) C am at m en indak lan ju ti u su la n  pem berhen tian  anggota 
BPD kepada B upati paling lam a 7 (tujuh) Hari sejak 
d iterim anya u su l pem berhentian .

(4) B upati m eresm ikan pem berhen tian  anggota BPD paling 
lam a 30 (tiga puluh) Hari sejak d iterim anya u su l 
pem berhen tian  anggota BPD.

(5) Peresm ian pem berhen tian  anggota BPD sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (4) d ite tapkan  dengan  K epu tusan  
B upati.

Bagian Ketiga 
Pem berhentian  S em en tara

Pasal 32
(1) Anggota BPD d iberhen tikan  sem en tara  oleh B upati setelah 

d ite tapkan  sebagai te rsangka  dalam  tin d ak  p idana  korupsi, 
terorism e, m akar, d a n /a ta u  tindak  p idana  terhadap  
keam anan  Negara.

(2) Dalam  hal anggota BPD yang d iberhen tikan  sem entara  
b e rk ed u d u k an  sebagai P im pinan BPD, diikuti dengan 
pem berhen tiannya sebagai Pim pinan BPD.

(3) Dalam  hal Pim pinan BPD d iberhen tikan  sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (2), P im pinan BPD lainnya m em im pin 
ra p a t pem ilihan Pim pinan BPD pengganti a n ta r  w aktu.

(4) R apat pem ilihan BPD a n ta r  w ak tu  sebagaim ana  d im aksud  
pada  ayat (3) u ru tan n y a  d ia tu r dalam  T ata Tertib BPD.

BAB V
PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 33
(1) Pengisian anggota BPD a n ta r  w aktu  d ilak san ak an  apabila  

te rd ap a t anggota BPD yang berhenti a ta u  d iberhen tikan  
sebelum  m asa  jab a tan n y a  berakhir, m aka keanggotaannya 
d igan tikan  oleh BPD a n ta r  w aktu.



Pasal 36 
(1) Kelembagaan BPD, terdiri atas : 

a. pimpinan; dan 
b. bidang. 

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri atas : 
a. 1 ( satu) orang ketua; 
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan 
c. 1 (satu) orang sekretaris. 

BAB VI 
KELEMBAGAAN BPD 

Pasal 35 
Masa jabatan anggota BPD antar waktu adalah sisa masa 
jabatan anggota BPD yang digantikannya. 
Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
1 (satu) periode. 
Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan 
apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan 
kurang dari 6 (enam) bulan. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 34 
Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak anggota BPD yang 
diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa 
menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD 
yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat. 
Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan anggota 
BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan 
nama calon pengganti anggota BPD .v~1ng dibcrhr nt iknn 
kepada Bupati. 
Bupati meresrnikan calon pengganti a 11ggol;1 l 3PD mcnjad i 
anggota BPD dengan Keputusan Bupa ti paling lama 30 (tiga 
puluh) Hari sejak disampaikannya usu! penggantian 
anggota BPD dari Kepala Desa. 
Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan 
dipandu oleh Bupati atau Camat. 
Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara 
pengucapan sumpah/janji. 

( 1) 

(5) 

(4) 

(3) 

Masa jabatan anggota BPD antar waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) adalah sisa waktu yang belum 
dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau 
diberhentikan. 
Anggota BPD perwakilan Dusun yang berhenti antar waktu 
digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya 
berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD mewakili Dusun 
yang bersangkutan. 
Anggota BPD perwakilan perempuan yang berhenti antar 
waktu digantikan oleh calon anggota BPD perwakilan 
perempuan nomor urut berikutnya. 
Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan, 
sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar 
waktu dalam suatu wilayah Dusun, maka keanggotaannya 
tetap tidak diisi. 

(2) (2) M asa ja b a ta n  anggota BPD a n ta r  w ak tu  sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (1) ad a lah  sisa  w ak tu  yang belum  
d ija lankan  oleh anggota BPD yang  berhen ti a ta u  
d iberhen tikan .

(3) Anggota BPD perw akilan D u su n  yang berhen ti a n ta r  w ak tu  
d igan tikan  oleh calon anggota BPD nom or u ru t  beriku tnya  
b e rd asa rk an  hasil pem ilihan anggota BPD m ewakili D usun  
yang  bersangku tan .

(4) Anggota BPD perw akilan perem puan  yang berhen ti a n ta r  
w ak tu  d igantikan  oleh calon anggota BPD perw akilan 
perem puan  nom or u ru t  berikutnya.

(5) Apabila ada  anggota BPD yang berhen ti a ta u  d iberhen tikan , 
sedangkan  tidak  ada  calon pengganti anggota BPD a n ta r  
w ak tu  dalam  su a tu  w ilayah D usun , m aka  keanggotaannya 
te tap  tidak  diisi.

Pasal 34
(1) Paling lam a 7 (tujuh) Hari sejak anggota BPD yang 

d iberhen tikan  a n ta r  w aktu  d ite tapkan , Kepala D esa 
m enyam paikan  u su la n  n am a calon pengganti anggota BPD 
yang  d iberhen tikan  kepada B upati m elalui Cam at.

(2) Paling lam a 7 (tujuh) Hari sejak d iterim anya u su la n  anggota 
BPD yang d iberhen tikan  a n ta r  w aktu  sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (1), C am at m enyam paikan  u su lan  
nam a calon pengganti anggota BPD yang d iberhen tikan  
kepada Bupati.

(3) B upati m eresm ikan calon pengganti anggota BPD m cnjadi 
anggota BPD dengan K eputusan  Bupati paling lam a 30 (tiga 
puluh) Hari sejak d isam paikannya  u su l penggantian 
anggota BPD dari Kepala Desa.

(4) Peresm ian anggota BPD sebagaim ana  d im aksud  pada 
ayat (3) m ulai berlaku  sejak pengam bilan  su m p a h /ja n ji dan  
d ip an d u  oleh B upati a ta u  Cam at.

(5) Setelah pengucapan  su m p a h /ja n ji sebagaim ana  d im aksud  
pada ayat (4) d ilan ju tkan  p e n an d a ta n g a n an  berita  acara  
pengucapan  su m p ah /jan ji.

Pasal 35
(1) M asa ja b a ta n  anggota BPD a n ta r  w aktu  adalah  sisa  m asa  

ja b a ta n  anggota BPD yang d igan tikannya.
(2) M asa ja b a ta n  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ih itung  

1 (satu) periode.
(3) Penggantian a n ta r w aktu  anggota BPD tidak  d ilak sanakan  

apab ila  sisa  m asa  ja b a ta n  anggota BPD yang digantikan  
k u ran g  dari 5 (enam) bulan .

BAB VI
KELEMBAGAAN BPD 

Pasal 35
(1) K elem bagaan BPD, terdiri a ta s  :

a. p im pinan; dan
b. bidang.

(2) P im pinan BPD sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 
h u ru f  a, terdiri a ta s  :
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.



Pasal 39 
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD 

dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD. 
(2) Masa jabatan staf administrasi BPD sama dengan masa 

jabatan BPD yang bersangkutan. 
(3) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan penjaringan 

dan penyaringan Staf Administrasi BPD. 
(4) Mekanisme pengangkatan Staf Administrasi BPD berlaku 

ketentuan mekanisme pengangkatan perangkat Desa 
dengan pengecualian tanpa rekomendasi Camat. 

Pasal 38 
(1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan 
Keputusan BPD. 

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 
berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas 
nama Bupati. 

(3) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan pengesahan Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf K, dan 
huruf L Peraturan Bupati ini. 

Pasal 37 
(1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPD 
secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara 
khusus waktu itu dengan agenda memilih Pimpinan BPD 
terlebih dahulu. 

(2) Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali 
dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota 
termuda. 

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak 
tanggal pengucapan sumpah/janji. 

(4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan/ atau Ketua Bidang 
berikutnya yang disebabkan adanya Pimpinan BPD 
dan/ a tau Ketua Bidang berhenti, dipimpin oleh Ketua atau 
Pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan Pimpinan 
BPD. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 
atas: 
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

pembinaan kemasyarakatan; dan 
b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh 

Ketua Bidang. 
(5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai 

anggota BPD. 
(6) Anggota BPD yang tidak menjadi Pimpinan BPD dan Ketua 

Bidang dibagi secara proporsional menjadi anggota bidang. 
(7) Ketentuan jumlah bidang sebagairnana dimak suri padn 

ayat (6) cliatur dalam Tata tertib BPD y;111g clilt't;iplw11 
dalam Keputusan BPD. 

(3) B idang sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  b, terdiri 
a ta s  :
a. b idang penyelenggaraan P em erin tahan  Desa dan  

pem binaan  kem asyaraka tan ; dan
b. b idang pem bangunan  D esa d an  pem berdayaan  

m asy arak a t Desa.
(4) B idang sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (3) dipim pin oleh 

K etua Bidang.
(5) Pim pinan BPD dan  K etua B idang m erangkap  sebagai 

anggota BPD.
(6) Anggota BPD yang tidak  m enjadi P im pinan BPD dan  K etua 

B idang dibagi secara  proporsional m enjadi anggota bidang.
(7) K eten tuan  jum lah  bidang sebagaim ana d im aksud pada 

ayat (6) d ia tu r dalam  T ata tertib  BPD yang d itc tapkan  
dalam  K eputusan  BPD.

Pasal 37
(1) P im pinan BPD dan K etua Bidang sebagaim ana  d im aksud  

dalam  Pasal 36 ayat (5) dipilih dari dan  oleh anggota BPD 
secara  langsung  dalam  ra p a t BPD yang  d iadakan  secara  
k h u su s  w ak tu  itu  dengan agenda m em ilih P im pinan BPD 
terlebih  dahu lu .

(2) R apat pem ilihan P im pinan BPD dan  K etua Bidang 
sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) u n tu k  pertam a kali 
dipim pin oleh anggota te rtu a  dan  d ib an tu  oleh anggota 
term uda.

(3) R apat pem ilihan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 
d ilak san ak an  paling lam bat 3 (tiga) hari te rh itung  sejak 
tanggal pengucapan  su m p ah /jan ji.

(4) R apat pem ilihan P im pinan BPD d a n /a ta u  K etua Bidang 
beriku tnya  yang d isebabkan  adanya  Pim pinan BPD 
d a n /a ta u  K etua B idang berhen ti, d ipim pin oleh K etua a ta u  
P im pinan BPD lainnya b e rd asa rk an  k esep ak a tan  Pim pinan 
BPD.

Pasal 38
(1) P im pinan BPD dan K etua B idang sebagaim ana  d im aksud  

dalam  Pasal 37 ayat (1) yang terpilih, d ite tapkan  dengan 
K epu tu san  BPD.

(2) K epu tusan  BPD sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) m ulai 
be rlak u  setelah  m en d ap atk an  pengesahan  C am at a ta s  
n am a  Bupati.

(3) Form at K epu tusan  BPD sebagaim ana  d im aksud  pada  
ayat (1) d an  pengesahan  C am at sebagaim ana  d im aksud  
p ad a  ayat (2) te rcan tu m  dalam  L am piran h u ru f  K, dan  
h u ru f  L P era tu ran  B upati ini.

Pasal 39
(1) U n tuk  m endukung  p e lak san aan  tu g as kelem bagaan BPD 

d a p a t d iangkat 1 (satu) orang tenaga S taf A dm inistrasi BPD.
(2) M asa ja b a ta n  sta f adm in istrasi BPD sam a dengan m asa  

ja b a ta n  BPD yang bersangku tan .
(3) Pan itia  Pengisian Keanggotaan BPD m elakukan  penjaringan 

dan  penyaringan  S taf A dm inistrasi BPD.
(4) M ekanism e pengangkatan  S taf A dm inistrasi BPD berlaku  

k e te n tu an  m ekanism e pengangkatan  perangkat D esa 
dengan  pengecualian  tan p a  rekom endasi Cam at.



Pasal 41 
BPD mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. menggali aspirasi masyarakat; 
b. menampung aspirasi masyarakat; 
c. mengelola aspirasi masyarakat; 
d. menyalurkan aspirasi masyarakat; 
e. menyelenggarakan musyawarah BPD; 
f. menyelenggarakan musyawarah Desa; 
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk 

pemilihan Kepala Desa antar waktu; 
1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa; 
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 
k. melakukan evaluasi laporan keterarigan penycleriggarnnn 

Pemerintahan Desa; 
1. menciptakan hubungan kerja yang harrnoriis dcngnn 

Pemerintah Desa clan lembaga Desa la in nya; clan 
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 40 
BPD dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya, mempunyai 
wewenang se bagai beriku t : 
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa; 
b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala 

Desa; 
c. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak dan 

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; 
d. menyusun Tata Tertib BPD. 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB VII 
WEWENANGDANTUGASBPD 

(5) Pengangkatan Staf Administrasi BPD cl i l;i k sa nn kn n pn Ii nJ~ 
larnbat 1 (satu) bulan sejak penctapan nnggntn 1111!) olrh 
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD. 

(6) Kepala Desa mengangkat staf ad mi n ist ra si BPD dcngan 
Keputusan Kepala Desa atas usulan Ketua BPD. 

(7) Staf Administrasi BPD memperoleh penghasilan tetap 
sesuai kemam puan keuangan Desa. 

(8) Penghasilan Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) dianggarkan dalam APBDesa. 

(9) Ketua BPD melakukan evaluasi kinerja Staf Administrasi 
BPD setiap tahunnya. 

(10) Apabila dari hasil evaluasi kinerja Staf Administrasi BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinilai kurang oleh 
Pimpinan BPD, maka Pimpinan BPD dapat mengajukan 
pergan tian Staf Administrasi BPD kepada Kepala Desa 
untuk dilakukan seleksi pengisian Staf Administrasi BPD. 

( 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan 
Staf Administrasi BPD diatur dalam Peraturan Desa tentang 
BPD. 

(5) Pengangkatan  Staf A dm inistrasi BPD d ilak sanakan  paling 
lam bat 1 (satu) bu lan  sejak penetapan  anggota BPD oleh 
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.

(6) Kepala Desa m engangkat s ta f adm in istrasi BPD dcngan 
K epu tusan  Kepala Desa a ta s  u su la n  K etua BPD.

(7) S taf A dm inistrasi BPD m em peroleh penghasilan  tetap  
sesua i kem am puan  keuangan  Desa.

(8) Penghasilan  S taf A dm inistrasi BPD sebagaim ana  d im aksud  
pada  ayat (7) d ianggarkan dalam  APBDesa.

(9) K etua BPD m elakukan  evaluasi k inerja  S taf A dm inistrasi 
BPD setiap  tahunnya .

(10) Apabila dari hasil evaluasi k inerja S taf A dm inistrasi BPD 
sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (9) dinilai ku rang  oleh 
Pim pinan BPD, m aka P im pinan BPD d ap a t m engajukan 
pergan tian  Staf A dm inistrasi BPD kepada Kepala Desa 
u n tu k  d ilakukan  seleksi pengisian S taf A dm inistrasi BPD.

(11) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai m ekanism e pengangkatan  
S taf A dm inistrasi BPD d ia tu r dalam  P e ra tu ran  D esa ten tang  
BPD.

BAB VII
WEWENANG DAN TUGAS BPD

Bagian K esatu 
Um um

Pasal 40
BPD dalam  m en ja lankan  fungsi dan  kew ajibannya, m em punyai
w ew enang sebagai beriku t :
a. m elakukan  pengaw asan te rh ad ap  p e lak san aan  P era tu ran  

D esa dan  P e ra tu ran  Kepala Desa;
b. m engusu lkan  pengangkatan  dan  pem berhen tian  Kepala 

Desa;
c. m em ben tuk  Panitia  Pem ilihan Kepala D esa S eren tak  dan  

Panitia  Pem ilihan Kepala D esa A ntarw aktu;
d. m en y u su n  T ata Tertib BPD.

Pasal 41
BPD m em punyai tugas sebagai berikut:
a. m enggali asp irasi m asyarakat;
b. m enam pung  asp irasi m asyarakat;
c. m engelola asp irasi m asyarakat;
d. m enyalu rkan  asp irasi m asyarakat;
e. m enyelenggarakan m usyaw arah  BPD;
f. m enyelenggarakan m usyaw arah  Desa;
g. m em ben tuk  pan itia  pem ilihan Kepala Desa;
h. m enyelenggarakan m usyaw arah  D esa k h u su s  u n tu k  

pem ilihan Kepala D esa a n ta r  w aktu;
i. m em bahas dan  m enyepakati R ancangan  P e ra tu ran  D esa 

b ersam a Kepala Desa;
j. m elak san ak an  pengaw asan te rh ad ap  k inerja Kepala Desa;
k. m elakukan  evaluasi laporan  keterangan  penyelenggnraan 

P em erin tahan  Desa;
l. m encip takan  h ubungan  kerja yang harm onis dcngan 

Pem erin tah  Desa dan  lem baga D esa lainnya; dan
m. m elaksanakan  tugas lain yang d ia tu r dalam  ke ten tuan  

P e ra tu ran  P erundang-undangan .



Pasal 45 
(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dalam bentuk lisan dan 
atau tulisan. 

Paragraf 4 
Penyaluran Aspirasi Masyarakat 

Pasal 44 
( 1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 huruf c mclalui 
pengadministrasian dan perumusan aspirasi. 

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagairnana dirnak sud pada 
ayat ( 1) berdasarkan pembidangan yang mcliput.i bidang 
pemerintahan, pembangunan, pernbiriaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan 
aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada 
Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola 
penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan 
kesejahteraan masyarakat Desa. 

Paragraf 3 
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 

Pasal43 
(1) Pelaksanaan kegiatan untuk menampung aspirasi 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b 
dilakukan di Sekretariat BPD. 

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah 
BPD. 

Paragraf 2 
Penampungan Aspirasi Masyarakat 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 42 
Dalam melaksanakan Penggalian aspirasi masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, BPD dapat 
melakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat 
Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat 
berkebutuhan khusus, kelompok perempuan, dan 
kelompok marjinal atau terpinggirkan. 
Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan 
musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja 
BPD. 
Pelaksanaan penggalian aspirasi se bagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang paling 
sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu, dan 
uraian kegiatan. 
Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan 
dalam Musyawarah BPD. 

(1) 

Paragraf 1 
Penggalian Aspirasi Masyarakat 

Bagian Kedua 
Tugas BPD 

Bagian K edua 
Tugas BPD

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi M asyarakat

Pasal 42
D alam  m elaksanakan  Penggalian asp irasi m asyaraka t 
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 41 h u ru f  a, BPD d ap a t 
m elakukan  langsung  kepada kelem bagaan dan  m asyaraka t 
D esa te rm asu k  kelom pok m asy arak a t m iskin, m asyaraka t 
b e rk e b u tu h an  k h u su s , kelom pok perem puan , d an  
kelom pok m arjinal a ta u  terpinggirkan.
Penggalian asp irasi d ilak san ak an  b e rd a sa rk an  k e p u tu san  
m usyaw arah  BPD yang d itu an g k an  dalam  agenda kerja  
BPD.
P e lak san aan  penggalian asp irasi sebagaim ana  d im aksud  
p ad a  ayat (1) m enggunakan  p a n d u a n  keg iatan  yang paling 
sed ik it m em uat m aksud , tu ju an , sa sa ra n , w aktu , dan  
u ra ia n  kegiatan.
Hasil penggalian asp irasi m asy arak a t D esa d isam paikan  
dalam  M usyaw arah BPD.

Paragraf 2
P enam pungan  A spirasi M asyarakat

Pasal 43
P elaksanaan  kegiatan u n tu k  m enam pung  asp irasi 
m asy arak a t sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 41 h u ru f  b 
d ilakukan  di Sekretaria t BPD.
A spirasi m asy arak a t sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
d iadm in is trasikan  dan  d isam paikan  dalam  m usyaw arah  
BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi M asyarakat

Pasal 44
BPD m engelola asp irasi m asy arak a t D esa sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 41 h u ru f c mclalui
pengadm in istrasian  dan  p eru m u san  asp irasi. 
P engadm in istrasian  asp irasi sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) be rdasarkan  pem bidangan yang m cliputi bidang 
pem erin tahan , pem bangunan , pem binaan  kem asyaraka tan , 
d an  pem berdayaan  m asyaraka t Desa.
P e ru m u san  asp irasi sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
d ilakukan  dengan cara  m enganalisa  dan  m eru m u sk an  
asp irasi m asy arak a t D esa u n tu k  d isam paikan  kepada 
Kepala D esa dalam  rangka m ew ujudkan  ta ta  kelola 
penyelenggaraan  P em erin tahan  yang baik dan
kese jah te raan  m asyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran  Aspirasi M asyarakat 

Pasal 45
BPD m enyalurkan  asp irasi m asy arak a t sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 41 h u ru f  d dalam  ben tu k  lisan dan  
a ta u  tu lisan .



Pasal 47 
(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 huruf f diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi 
oleh Pemerintah Desa. 

(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan 
yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang 
bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

Paragraf 6 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan 
penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, evaluasi Laporan 
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD, dan usulan 
pemberhentian anggota BPD. 

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan 
mekanisme, sebagai berikut : 
a. Musyawarah BPD dipimpin oleh Pirnpina n BPD; 
b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apnbilu d ihndiri olch 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jurnlah anggota f3PD; 
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 

musyawarah guna mencapai mufakat; 
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, 

pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 
pemungutan suara; 

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d 
dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 

(satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD 
yang hadir; dan 

f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan 
BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh 
Sekretaris BPD. 

Pasal 46 
(1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 huruf e dilaksanakan dalam rangka menghasilkan 
keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. 

Paragraf 5 
Penyelenggaraan Musyawarah BPD 

(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
sebagaimana yang berlaku dalam Musyawarah BPD yang 
dihadiri oleh Kepala Desa. 

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau 
penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari 
usulan BPD. 

(2) P enyaluran  asp irasi m asy arak a t dalam  b en tu k  lisan 
sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ilak sanakan  
sebagaim ana yang berlaku  dalam  M usyaw arah BPD yang 
d ihadiri oleh Kepala Desa.

(3) P enyaluran  asp irasi m asy arak a t dalam  b en tu k  tu lisan  
sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) d ap a t be ru p a  
penyam paian  m asu k an  bagi penyelenggaraan  Pem erin tahan  
Desa, perm in taan  ke terangan  kepada  Kepala Desa, a tau  
penyam paian  R ancangan P e ra tu ran  D esa yang berasa l dari 
u su la n  BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan M usyaw arah BPD 

Pasal 46
(1) M usyaw arah BPD sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 41 h u ru f  e d ilak san ak an  dalam  rangka  m enghasilkan  
k e p u tu san  BPD terhadap  hal-hal yang bersifa t strategis.

(2) Hal yang bersifat stra teg is sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) seperti m usyaw arah  p em b ah asan  dan  
penyepakatan  R ancangan P e ra tu ran  D esa, evaluasi Laporan 
K eterangan Penyelenggaraan P em erin tahan  Desa, 
m ene tapkan  P era tu ran  T ata Tertib BPD, dan  u su la n  
pem berhen tian  anggota BPD.

(3) BPD m enyelenggarakan m usyaw arah  BPD dengan 
m ekanism e, sebagai beriku t :
a. M usyaw arah BPD dipim pin oleh P im pinan BPD;
b. M usyaw arah BPD d inyatakan  sah  apabila  dihadiri oleh 

paling sedikit 2 /3  (dua pertiga) dari ju n ilah  anggota BPD;
c. pengam bilan k ep u tu san  d ilakukan  dengan cara 

m usyaw arah  guna m encapai m ufakat;
d. apab ila  m usyaw arah  m ufakat tidak tercapai, 

pengam bilan  k e p u tu san  d ilakukan  dengan cara  
pem u n g u tan  suara;

e. p em ungu tan  su a ra  sebagaim ana d im aksud  pada h u ru f d 
d inyatakan  sah  apabila  d ise tu ju i oleh paling sedikit Vi 
(sa tu  perdua) d itam bah  1 (satu) dari ju m lah  anggota BPD 
yang hadir; dan

f. hasil m usyaw arah  BPD d ite tapkan  dengan K eputusan  
BPD dan dilam piri notu len  m usyaw arah  yang d ib u a t oleh 
S ekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan M usyaw arah D esa 

Pasal 47
(1) M usyaw arah Desa sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 41 h u ru f  f d iselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi 
oleh Pem erin tah  Desa.

(2) M usyaw arah Desa m eru p ak an  forum  perm usyaw aratan  
yang diikuti oleh BPD, Pem erin tah  D esa, dan  u n su r  
m asy arak a t D esa u n tu k  m em usyaw arahkan  hal yang 
bersifa t stra teg is dalam  penyelenggaraan  Pem erin tahan  
Desa.



Pasal48 
(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/ atau 
Kepala Desa. 

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan oleh BPD dalam 
Musyawarah BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih 
dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 
(sepuluh) Hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa 
diterima oleh BPD. 

(4) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan 
Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 
(tiga puluh) Hari sejak pelaksanaan musyawarah internal 
BPD. 

(5) Setiap tahapan proses pembahasan Rancangan Peraturan 
Desa dilakukan pencatatan yang dituangkan dalam Notulen 
Musyawarah BPD. 

Paragraf 7 
Pembahasan dan Penyepakatan 

Rancangan Peraturan Desa 

(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), meliputi : 
a. penataan Desa; 
b. perencanaan Desa; 
c. kerja sama Desa; 
d. rencana investasi yang masuk ke Desa; 
e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa; 
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 
g. kejadian luar biasa. 

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), terdiri atas : 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. pcrwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; 

dan 
j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan. 

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur 
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat. 

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dibiayai dari APBDesa. 

(3) Hal yang bersifat stra teg is sebagaim ana  d im aksud  pada  
aya t (2), m eliputi :
a. p en a taan  Desa;
b. p e ren can aan  Desa;
c. kerja  sam a Desa;
d. ren can a  investasi yang m asu k  ke Desa;
e. pem ben tukan  B adan U saha  Milik Desa;
f. p en am b ah an  dan  pelepasan  Aset Desa; dan
g. kejadian  lu a r biasa.

(4) U n su r m asy arak a t sebagaim ana d im aksud  pada  
ayat (2), terdiri a ta s  :
a. tokoh adat;
b. tokoh agam a;
c. tokoh m asyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perw akilan kelom pok tani;
f. perw akilan kelom pok nelayan;
g. perw akilan kelom pok perajin;
h. perw akilan kelom pok perem puan;
i. perw akilan kelompok pem erhati dan  pelindungan  anak; 

dan
j. perw akilan kelom pok m asy arak a t tidak  m apan.

(5) Selain u n s u r  m asyarakat sebagaim ana  d im aksud  pada 
aya t (4), m usyaw arah  Desa d ap a t m elibatkan  u n su r  
m asy arak a t lain sesua i dengan  kondisi sosial budaya 
m asyarakat.

(6) M usyaw arah Desa sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

Paragraf 7
P em bahasan  dan  Penyepakatan  

R ancangan P e ra tu ran  D esa

Pasal 48
(1) BPD dan  Kepala Desa m em bahas dan  m enyepakati 

R ancangan  P era tu ran  D esa yang d ia jukan  BPD d a n /a ta u  
Kepala Desa.

(2) P em bahasan  R ancangan P e ra tu ran  D esa sebagaim ana 
d im aksud  pada  ayat (1) d iselenggarakan  oleh BPD dalam  
M usyaw arah BPD.

(3) R ancangan  P era tu ran  D esa yang d iu su lk an  Kepala D esa 
sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) d ib ah as terlebih  
d a h u lu  dalam  m usyaw arah  in te rnal BPD paling lam bat 10 
(sepuluh) Hari te rh itung  sejak  R ancangan  P e ra tu ran  D esa 
d iterim a oleh BPD.

(4) P e lak san aan  pem b ah asan  R ancangan  P e ra tu ran  D esa 
sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) a n ta ra  BPD dan 
Kepala D esa u n tu k  pertam a kali d ilakukan  paling lam a 30 
(tiga puluh) Hari sejak  p e lak san aan  m usyaw arah  in ternal 
BPD.

(5) Setiap tah a p an  proses p em b ah asan  R ancangan  P era tu ran  
D esa d ilakukan  p enca ta tan  yang d ituangkan  dalam  Notulen 
M usyaw arah BPD.



Pasal 52 
(1) BPD melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun 
anggaran. 

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dirnnksud pndn nvar (I) 
dilakukan berdasarkan prinsip demo km I is, rcsponsif, 
transparansi, akuntabilitas, dan objcktif. 

Paragraf 9 
Evaluasi Laporan Keterangan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Pasal 51 
Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menjadi bagian dari 
Laporan Kinerja BPD. 

Pasal50 
(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j. 
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan melalui : 
a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; 
b. pelaksanaan kegiatan; dan 
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi. 

Paragraf 8 
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 

(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau 
pejabat lain yang ditunjuk Bupati. 

Pasal49 
(1) Dalam hal pembahasan Rancangan Pcrnt urnn D sa n ntnra 

BPD dan Kepala Desa tidak men ca pni kata sc pak at, 
musyawarah bersama tetap mengambil kcputusan dcngan 
disertai catatan hal-hal yang tidak disepakati. 

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dapat diajukan oleh Kepala Des a kepada Bupati 
melalui Camat disertai catatan hal-hal yang tidak 
disepakati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak musyawarah 
pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan 
pembinaan. 

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk : 
a. penghentian pembahasan; atau 
b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan 

kesepakatan Rancangan Peraturan Desa. 

Pasal 49
(1) Dalam  hal pem bahasan  R ancangan P cra tu ran  Dcsa an ta ra  

BPD dan Kepala Desa tidak  m encapai ka ta  scpakat, 
m usyavvarah bersam a tetap  m engam bil k cp u tu san  dcngan 
d iserta i ca ta tan  hal-hal yang tidak d isepakati.

(2) R ancangan  P era tu ran  D esa sebagaim ana  d im aksud  pada 
ayat (1) d ap a t d iajukan  oleh Kepala D esa kepada B upati 
m elalui C am at d iserta i c a ta ta n  hal-hal yang tidak 
d isepakati paling lam bat 7 (tujuh) Hari sejak m usyaw arah  
p em b ah asan  terakh ir u n tu k  m en d ap atk an  evaluasi dan  
pem binaan .

(3) T indak lan ju t evaluasi dan  pem binaan  sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (2), d ap a t b e rb en tu k  :
a. penghentian  pem bahasan ; a ta u
b. pem binaan  u n tu k  tin d ak lan ju t pem bahasan  dan  

kesepaka tan  R ancangan P era tu ran  Desa.

(4) T indak lan ju t pem bahasan  d an  k esep ak a tan  sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (3) h u ru f  b d ap a t d ihad iri C am at a ta u  
pe jabat lain yang d itu n ju k  B upati.

Paragraf 8
P elaksanaan  Pengaw asan Kinerja Kepala D esa

Pasal 50
(1) BPD m elakukan  pengaw asan  te rh ad ap  k inerja  Kepala D esa 

sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 41 h u ru f  j.
(2) P e laksanaan  pengaw asan sebagaim ana  d im aksud  pada  

ayat (1), d ilakukan  m elalui :
a. p e ren can aan  kegiatan Pem erin tah  Desa;
b. p e lak san aan  kegiatan; dan
c. pe laporan  penyelenggaraan P em erin tahan  Desa.

(3) B en tuk  pengaw asan BPD sebagaim ana  d im aksud  pada 
ayat (1) be rupa  m onitoring dan  evaluasi.

Pasal 51
Hasil p e lak san aan  pengaw asan kinerja Kepala Desa 
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 50 m enjadi bagian dari 
Laporan Kinerja BPD.

Paragraf 9
Evaluasi Laporan K eterangan 

Penyelenggaraan P em erin tahan  Desa

Pasal 52
(1) BPD m elakukan  evaluasi te rh ad ap  Laporan K eterangan 

Penyelenggaraan P em erin tahan  Desa.
(2) E valuasi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) m erupakan  

evaluasi a ta s  k inerja Kepala D esa se lam a 1 (satu) tah u n  
anggaran .

(3) P e laksanaan  evaluasi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 
d ilakukan  berdasarkan  prinsip  dem okratis, rcsponsif, 
tran sp a ran s i, akun tab ilitas , dan  objcktif.



Pasal 55 
Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraaan 
Pemerintahan Oesa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

pada ayat (I) rncmpunyni 
rncnyck-sniknn hcrbaani 

pada ayat (2), ditetapkan Forum sebagaimana dimaksud 
dengan Keputusan Kepala Desa. 
Forum sebagaimana dimaksud 
tu gas menyepakati clan 
permasalahan aktual di Desa. 

(3) 

(4) 

Pasal 54 
(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis 

dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD 
dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk 
Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD). 

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
unsur Ketua/ Kepala kelembagaan Desa yang telah 
terbentuk. 

Paragaraf 10 
Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan 

Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya 

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap 
melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan 
memberikan catatan kinerja Kepala Desa. 

(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi bagian dari Laporan Kinerja BPD. 

Pasal 53 
(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) 

Hari sejak LKPPD diterima. 
(2) Berdasarkan hasil evaluasi se bagaimana dimaksud pada 

ayat (1), BPD dapat: 
a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; 
b. meminta keterangan atau informasi; 
c. menyatakan pendapat; dan 
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah 

Desa. 

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan 

APBDesa; 
b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; 
c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 
d. prestasi Kepala Desa. 

(4) Evaluasi pe laksanaan  tugas Kepala Desa sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (1), m eliputi :
a. capaian  pe laksanaan  RPJM Desa, RKP Desa, dan  

APBDesa;
b. capaian  pe laksanaan  penugasan  dari Pem erintah, 

Pem erintah Provinsi, dan  Pem erintah D aerah;
c. capaian  k e taa tan  terhadap  p e lak san aan  tugas sesuai 

dengan ke ten tu an  P era tu ran  P erundang-undangan ; dan
d. p restasi Kepala Desa.

Pasal 53
(1) BPD m elakukan  evaluasi LKPPD paling lam bat 10 (sepuluh) 

Hari sejak LKPPD diterim a.
(2) B erdasarkan  hasil evaluasi sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1), BPD d ap a t :
a. m em buat ca ta tan  ten tang  k inerja  Kepala Desa;
b. m em inta  keterangan  a ta u  inform asi;
c. m enyatakan  pendapat; dan
d. m em beri m asu k an  u n tu k  penyiapan  b ah an  m usyaw arah  

Desa.

(3) Dalam  hal Kepala Desa tidak  m em enuhi perm in taan  BPD 
sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  b, BPD te tap  
m elan ju tkan  proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan 
m em berikan  ca ta tan  kinerja Kepala Desa.

(4) E valuasi LKPPD sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
m enjadi bagian dari Laporan Kinerja BPD.

P aragaraf 10
M enciptakan H ubungan  Kerja yang H arm onis dengan 

Pem erin tah  D esa dan  Lem baga D esa Lainnya

Pasal 54
(1) D alam  rangka m encip takan  h u b u n g a n  kerja  yang harm onis 

dengan  Pem erintah D esa d an  lem baga D esa lainnya, BPD 
d a p a t m engusu lkan  kepada Kepala D esa u n tu k  m em bentuk  
Forum  K om unikasi A ntar K elem bagaan D esa (FKAKD).

(2) Forum  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) terdiri dari 
u n s u r  K etua/K epala  kelem bagaan D esa yang telah 
terben tuk .

(3) Forum  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2), d ite tapkan  
dengan K eputusan  Kepala Desa.

(4) Forum  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) m cm punyni 
tugas m enyepakati dan  m enyelesaikan berbngai 
pe rm asa lah an  ak tua l di Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 55
B upati dan  C am at m elakukan  pem binaan  dan  pengaw asan 
te rh ad ap  pe laksanaan  peran  BPD dalam  penyelenggaraaan 
P em erin tahan  Desa di w ilayahnya sesuai dengan ke ten tu an  
P e ra tu ran  P erundang-undangan .



Pasal59 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 
BPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan 
Desa, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai 
berakhirnya masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. apabila terdapat anggota BPD yang berhenti atau 

diberhentikan dan jumlah keanggotaannya masih atau lebih 
dari 9 (sembilan) orang, maka tidak dila kukan pergnntinn 
an tar waktu; atau 

b. apabila terdapat anggota BPD yang bcrhcnti at au 
diberhentikan dan jumlah keanggotaannya tidak scsuai 
dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah 
Ka bu paten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 ten tang 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan 
Permusyawaratan Desa, maka keanggotaannya dilakukan 
pergantian antar waktu yang anggotanya berasal dari 
keterwakilan wilayah Dusun yang sama, kecuali tidak ada 
calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam 1 (satu) 
wilayah Du sun. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 57 
Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Romawi II dan 
Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal56 
Pendanaan Pelaksanaan kegiatan BPD, dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; clan 
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB IX 
PENDANAAN 

BAB IX 
PENDANAAN

Pasal 56
P en d an aan  P e laksanaan  kegiatan  BPD, d ib ebankan  pad a  :
a. A nggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah;
b. A nggaran P endapatan  dan  B elanja Desa; dan
c. su m b er d an a  lain yang sah  dan  tidak  m engikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 57
Form at jen is  b u k u  adm in istrasi BPD d an  laporan  k inerja  BPD 
sebagaim ana  tercan tum  dalam  Lam piran Romawi II dan  
Romawi III yang m erupakan  bagian  tidak  te rp isah k an  dari 
P e ra tu ran  B upati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 58
BPD yang te rb en tu k  b e rd asa rk an  P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  
K aranganyar Nomor 25 T ahun  2006 ten tan g  O rganisasi dan  
T ata  Kerja Pem erin tah  Desa, dan  B adan  Perm usyaw aratan  
Desa, te tap  m en ja lankan  tugas dan  fungsinya sam pai 
b e rak h irn y a  m asa  ja b a ta n  dengan k e te n tu an  sebagai beriku t :
a. apab ila  te rd ap a t anggota BPD yang  berhenti a ta u

d iberhen tikan  dan  ju m lah  keanggotaannya m asih  a tau  lebih 
dari 9 (sembilan) orang, m aka tidak d ilakukan  pergantian  
a n ta r  w aktu; a tau

b. apab ila  te rd ap at anggota BPD yang berhenti a tau
d iberhen tikan  dan  jum lah  keanggotaannya tidak sesuai 
dengan  ke ten tu an  Pasal 13 ayat (3) P era tu ran  D aerah 
K abupaten  K aranganyar Nomor 14 T ahun  2015 ten tang  
O rganisasi dan  Tata Kerja Pem erin tah  Desa, dan  B adan 
P erm usyaw ara tan  Desa, m aka  keanggo taannya d ilakukan  
pergan tian  a n ta r  w ak tu  yang anggotanya berasal dari 
keterw akilan wilayah D usun  yang sam a, kecuali tidak  ada 
calon pengganti anggota BPD a n ta r  w ak tu  dalam  1 (satu) 
w ilayah D usun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 59
Pada sa a t P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku, m aka P era tu ran  
B upati K aranganyar Nomor 426 T ahun  2006 ten tan g  Pedom an 
P e lak san aan  P era tu ran  D aerah K abupaten  K aranganyar 
Nomor 25 T ahun  2006 ten tang  O rganisasi dan  T ata Kerja 
P em erin tah  Desa, dan  B adan P erm usyaw aratan  D esa (Berita 
D aerah  K abupaten  K aranganyar T ahun  2006 Nomor 31), d icabu t 
d an  d inya takan  tidak  berlaku.
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Pasal 60 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pasal 60
P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan . 
Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  
pengundangan  P era tu ran  B upati ini dengan  penem patannya  
dalam  Berita D aerah K abupaten K aranganyar.
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pada  tanggal 12 D esem ber 2017 
BUPATI KARANGANYAR,

ttd
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